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KATA PENGANTAR

كاُته رَ َر رَ ل لَ ّ ُت رَ حْ رَ رَ حْ حْكت رََر تْ رَ َّسل

Alhamdulillah, Puji syukur kami panjatkan kepada ALLAH SWT, karena berkat

rahmat-Nya KPU Kota Sawahluto dapat menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2023 sebagaimana diamanatkan dalam peraturan

Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja

Pemerintah.

Penyusunan laporan kinerja ini merupakan bagian dari implementasi transparasi

dan akutanbilitas kinerja dalam rangka good governance di lingkungan Komisi

Pemilihan Umum. Laporan Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto Tahun

2023 disusun sesuai dengan peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Perjanjian Kinerja,

Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Dalam laporan ini menjelaskan sejumlah capaian kinerja berdasarkan target kinerja

yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja KPU Kota Sawahlunto Tahun 2023.

KPU Kota Sawahlunto terus berkomitmen agar pelaksanaan Kinerja berorentasi

pada hasil baik secara output maupun outcome. Kami berharap dalam Laporan Kinerja

Tahun 2023 ini dapat digunakan sebagai bahan masukan dan evaluasi dan perbaikan

sehingga kinerja dan akuntanbilitas Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto lebih

baik dimasa yang akan datang.

Sawahlunto, 22 Januari 2024

Ketua Komisi Pemilihan Umum

Kota Sawahlunto,

Hamdani
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BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang
Komisi Pemilihan Umum merupakan lembaga negara yang

menyelenggarakan Pemilihan Umum di Indonesia yang dibentuk melalui Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 22 E ayat (5) yang

berbunyi “Pemilihan Umum diselenggarakan oleh suatu Komisi Pemilihan Umum

yang bersifat nasional, tetap dan mandiri”. Pelaksanaan Undang-Undang Dasar

ini melahirkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan

Pemilihan Umum dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang

Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana

diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016.

Sebagai amanat konstitusi, penyelenggaraan Pemilihan Umum

dilaksanakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang bersifat nasional, tetap dan

mandiri. Sifat nasional menggambarkan bahwa wilayah kerja dan tanggungjawab

KPU sebagai penyelenggara Pemilihan Umum mencakup seluruh wilayah Negara

Kesatuan Republik Indonesia. Sifat tetap menunjukan KPU sebagai lembaga

yang menjalankan tugas secara berkesinambungan meskipun dibatasi oleh masa

jabatan tertentu. Sifat mandiri menegaskan KPU dalam menyelenggarakan

Pemilihan Umum bebas dari pengaruh pihak manapun.

Pemilihan Umum dilaksanakan untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan

Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi

dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota serta memilih Presiden

dan Wakil Presiden, Gubernur, Bupati/ Walikota. Keberadaan Lembaga KPU

beserta jajarannya (KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota) dalam

menyelenggarakan Pemilu setiap lima tahun sekali berkewajiban melaksanakan

pendidikan pemilih dan sosialisasi penylenggaraan Pemilu dalam rangka untuk

meningkatkan kesadaran masyarakat dalam berdemokrasi. Dalam pelaksanaan

fungsi kelembagaan tersebut dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan

Belanja Negara (APBN) yang sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29
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Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP)

menyatakan setiap kementerian/lembaga dapat mempertanggungjawabkan

kinerjanya atas pelaksanaan kegiatan yang dibebankan pada APBN/APBD

melalui penyusunan dan menyajikan laporan kinerja atas prestasi kerja yang

dicapai berdasarkan penggunaan anggaran yang telah dialokasikan. Selain

Perpres tersebut, Permen PANRB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk

Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Ulasan atas Laporan

Kinerja Instansi Pemerintah dijadikan dasar rujukan.

Sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi yang

dibebankan kepada APBN serta untuk melaksanakan asas keterbukaan,

akuntabilitas dan profesionalitas, KPU Kota Sawahlunto menyusun Laporan

Kinerja. Laporan Kinerja ini memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja

KPU Kota Sawahlunto Tahun anggaran 2023 yang didasarkan kepada penetapan

kinerja tahun 2023 yang dapat memberikan gambaran tingkat kegagalan dan

keberhasilan pencapaian kinerja dalam satu tahun serta analisis terhadap

capaian tersebut yang digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam membuat

kebijakan untuk masa yang akan datang.

B.Landasan Hukum
Penyusunan Laporan ini di dasarkan atas :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional;

3.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana

diubah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 1

Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017

tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang;

4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur,

Bupati dan Walikota menjadi Undang Undang sebagaimana telah beberapa kali



3 | Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat KPU Kota Sawahlunto 2023

diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah PenggantiUndang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang

Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015;

5.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pelaporan Keuangan dan

Kinerja Instansi Pemerintah;

6.Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian

dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;

7.Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah;

8.Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan

Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman

Penyusunan dan Penelaahan Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga Tahun

2020-2024;

9.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan

Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2023

tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8

Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum

Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5/PR.03-1-Kpt/03/KPU/I/2018 tentang

Petunjuk TeknisPerjanjian Kinerja Dan Pelaporan kinerja Di Lingkungan Komisi

Pemilihan Umum;

12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 197/PR.01.3-Kpt/01/KPU/IV/ Tahun

2020 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024.

C. Gambaran Organisasi
Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto merupakan bagian dari Komisi

Pemilihan Umum yang bersifat tetap, dan mandiri sebagai penyelenggara
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sebagaimana dijabarkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang

Pemilihan Umum sebagaimana diubah sebagaimana telah diubah dengan

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

Pengganti UndangUndang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi

Undang-Undang.

Gambar 1. 1 Hubungan Organisasi KPU

Kedudukan, tugas dan fungsi KPU Kota Sawahlunto didasarkan kepada

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum

yang dijelaskan sebagai berikut :

1. Kedudukan
Pasal 8 ayat (3) dinyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota berkedudukan di pusat pemerintahan Kota. Lebih lanjut

kedudukan KPU Kabupaten/Kota dijelaskan dalam Pasal 4 ayat (3)

Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU

Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota yang menyatakan KPU Kabupaten/Kota

adalah lembaga Penyelenggara Pemilu di Kabupaten/Kota. KPU Kota

berkedudukan di pusat pemerintahan Kota.

2.Tugas dan Wewenang
Berdasarkan Pasal 18 dan Pasal 19, tugas dan kewenangan KPU

Kabupaten/Kota meliputi :

a. KPU Kabupaten/Kota bertugas:

1) Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran;

2) Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di Kabupaten/Kota

berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

3) Mengkoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan
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oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;

4) Menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi;

5) Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data Pemilu terakhir

dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan

menetapkannya sebagai daftar pemilih;

6) Melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara

Pemilu anggota DPR, anggota DPD, Pemilu Presiden dan Wakil

Presiden, dan anggota DPRD Kabupaten/Kota yang bersangkutan

berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi penghitungan suara di

PPK;

7) Membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat

penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi

peserta Pemilu, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;

8) Mengumumkan calon anggota DPRD Kabupaten/Kota terpilih sesuai

dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di

Kabupaten/Kota yang bersangkutan dan membuat berita acaranya;

9) Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang

disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota;

10) Mensosialisasikan penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan

dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota kepada

masyarakat;

11) Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan

penyelenggaraan Pemilu;

12) Dan melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh

KPU,KPU Provinsi, dan/atau peraturan perundang-undangan.

b. KPU Kabupaten/Kota berwenang:

1) Menetapkan jadwal di Kabupaten/Kota;

2) Membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;

3) Menetapkan dan mengumumkan rekapitulasi perhitungan suara

Pemilu anggota DPRD Kabupaten/Kota berdasarkan rekapitulasi
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suara dan sertifikat rekapitulasi suara;

4) Menerbitkan keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan

hasil Pemilu anggota DPRD Kabupaten/Kota dan mengumumkanya;

5) Menjatuhkan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara

anggota PPK dan anggota PPS yang terbukti melakukan

tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan

penyelenggaraan Pemilu berdasarkan putusan Bawaslu, putusan

Bawaslu Provinsi, putusan Bawaslu Kabupaten/Kota, dan/atau

ketentuan peraturan perundang-undangan;

6) Dan melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU

Provinsi, dan/atau peraturan perundang-undangan.

3.Kewajiban
Berdasarkan Pasal 20 KPU Kabupaten/Kota berkewajiban:

a.Melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan Pemilu dengan tepat

waktu;

b.Memperlakukan Peserta Pemilu secara adil dan setara;

c.Menyampaikan semua informasi Penyelenggaraan Pemilu kepada

masyarakat;

d.Melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan;

e.Menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan

Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU melalui KPU Provinsi;

f. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta

melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang

disusun oleh KPU Kabupaten/Kota dan lembaga kearsipan

kabupaten/kota berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh KPU dan

Arsip Nasional Republik Indonesia;

g.Mengelola barang investaris KPU Kabupaten/Kota berdasarkan

ketentuan peraturan perundang-undangan;

h.Menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan Penyelenggaraan

Pemilu kepada KPU dan KPU Provinsi serta menyampaikan tembusanya
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kepada Bawaslu;

i. Membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Kabupaten/Kota dan

ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU Kabupaten/Kota;

j. Melaksanakan dengan segera putusan Bawaslu Kabupaten/Kota;

k.Menyampaikan data hasil Pemilu dari tiap-tiap TPS pada tingkat

kabupaten/kota kepada Peserta Pemilu paling lama 7 (tujuh) hari setelah

rekapitulasi di kabupaten/kota;

l. Melakukan pemutakhiran dan memelihara data Pemilih secara

berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai

ketentuan peraturan perundang-undangan;

m. Melaksanakan putusan DKPP; dan

n.Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi

dan/atau peraturan perundang-undangan.

D. Struktur Organisasi
Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia

Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi

Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota

sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum

Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2023.



8 | Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat KPU Kota Sawahlunto 2023

Gambar 1. 2 Struktur Organisasi KPU Kota Sawahlunto
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Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun

2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan

Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kelima

atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata

Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. KPU Kota Sawahlunto menetapkan

pembagian Divisi dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota

Sawahlunto Nomor 83 Tahun 2023 tentang Penetapan Divisi dan Koordinator

Wilayah pada Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto Periode 2023-2028,

sebagai berikut :

Tabel 1. 1 Pembagian Divisi dan Wakil Divisi KPU Kota Sawahlunto

Nama Divisi Koordinator
WilayahKetua Wakil

Hamdani

Keuangan,

Umum, Rumah

Tangga dan

Logistik

Rony Yandri Kota Sawahlunto

Rika Arnelia
Teknis

Penyelenggaraan
Hamdani Lembah Segar

Rony Yandri

Sosialisasi,

Pendidikan

Pemilih,

Partisipasi

Masyarakat dan

SDM

Evildo Ramance Talawi

Febdori
Armansyah

PerencanaanData

dan

Informasi

Rika Arnelia Barangin

Evildo
Ramance

Hukum dan

Pengawasan
Febdori Armansya Silungkang

Berdasarkan Pasal 35 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik

Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum,

Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum
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Kabupaten/Kota sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi

Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2023, Pembagian

tugas per-divisi dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Divisi Keuangan, Umum, Logistik, dan Rumah Tangga mempunyai

tugas untuk mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan,

memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan:

a. Administrasi perkantoran, rumah tangga, dan kearsipan;

b. Protokol dan persidangan;

c. Pengelolaan dan pelaporan barang milik negara;

d. Pelaksanaan, pertangungjawaban, dan pelaporan keuangan;

e. Pengusulan peresmian keanggotaan dan pelaksanaan sumpah/janji

DPRD Kabupaten/Kota; dan

f. Perencanaan, pengadaan barang dan jasa, serta distribusi logistik

Pemilu dan Pemilihan.

2. Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan

Sumber Daya Manusia sebagaimana, mempunyai tugas untuk

mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau,

supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan:

a. Sosialisasi kepemiluan;

b. Partisipasi masyarakat dan pendidikan pemilih;

c. Publikasi dan kehumasan;

d. Kampanye Pemilu dan Pemilihan;

e. Kerja sama antar lembaga;

f. Pengelolaan dan penyediaan informasi publik;

g. Rekrutmen anggota PPK, PPS, dan KPPS;

h. Pembinaan etika dan evaluasi kinerja Sumber Daya Manusia;

i. Pengembangan budaya kerja dan disiplin organisasi;

j. Pendidikan dan pelatihan, serta pengembangan Sumber Daya

Manusia;

k. Penelitian dan pengembangan kepemiluan; dan

l. Pengelolaan dan pembinaan Sumber Daya Manusia.

3. Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi mempunyai tugas untuk

mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau,

supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan:
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a. Menjabarkan program dan anggaran;

b. Evaluasi, penelitian, dan pengkajian kepemiluan;

c. Monitoring, evaluasi, dan pengendalian program dana anggaran;

d. Pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih;

e. Sistem informasi yang berkaitan dengan tahapan Pemilu;

f. Pengelolaan aplikasi dan jaringan teknologi dan informasi; dan

g. Pengelolaan dan penyajian data hasil Pemilu nasional.

4. Divisi Teknis Penyelenggaraan mempunyai tugas untuk

mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau,

supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan:

a. Pengusulan daerah pemilihan dan alokasi kursi;

b. Verifikasi partai politik dan anggota DPD;

c. Pencalonan peserta Pemilu dan Pemilihan;

d. Pemungutan, penghitungan suara, dan rekapitulasi hasil

penghitungan suara;

e. Penetapan hasil dan pendokumentasian hasil Pemilu dan Pemilihan;

f. Pelaporan dana kampanye; dan

g. Penggantian antar waktu anggota DPRD Kabupaten/Kota.

5. Divisi Hukum dan Pengawasan mempunyai tugas mengkoordinasikan,

menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi

terkait dengan kebijakan:

a. Penyusunan rancangan Keputusan KPU Kabupaten/Kota;

b. Telaah hukum dan advokasi hukum;

c. Dokumentasi dan publikasi hukum;

d. Pengawasan dan pengendalian internal;

e. Penyelesaian sengketa proses tahapan, hasil Pemilu dan

Pemilihanserta non tahapan Pemilu dan Pemilihan; dan

f. Penanganan pelanggaran administrasi, Kode Etik, dan Kode

Perilaku yang dilakukan oleh PPK, PPS dan KPPS.

Dalam pelaksanaan tugas dan wewenang Anggota KPU Kota

Sawahlunto didukung dan difasilitasi oleh sekretariat sebagaimana yang

dinyatakan dalam ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017.
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E. Sistematika Penyajian
Sistematika penulisan laporan sebagai berikut :

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

Menjelaskan latar belakang, tujuan penulisan laporan, tugas dan

kewajiban lembaga, struktur organisasi dan sistematika penulisan, yang

merangkum penjelasan organisasi, aspek strategis organisasi dan

permasalahan utama (strategic issued) yang dihadapi organisasi.

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KERJA

Menguraikan perencanaan target kerja dan indikator pencapaian kinerja

dalam melaksanakan tugas dan fungsi kelembagaan.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Menjabarkan capaian kinerja organisasi yang sesuai hasil pengukuran

kinerja dengan cara membandingkan antara target dan realisasi kinerja

tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir. Analisis

keberhasilan dan kegagalan atau peningkatan dan penurunan kinerja

serta solusi yang dilakukan. Menganalisis program dan kegiatan yang

menunjang keberhasilan dan kegagalan. Menguraikan realisasi

anggaran yang digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi.

BAB IV PENUTUP

Menyimpulkan secara menyeluruh capaian kinerja organisasi dan

langkah-langkah untuk masa tahun yang akan datang untuk

meningkatkan kinerja bagi para pengambil kebijakan.

LAMPIRAN

Penetapan Kinerja KPU Kota Sawahlunto Tahun 2023
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BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KERJA

A. Sasaran Strategis
Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun

2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan guna

mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya secara optimal, KPU telah

menerbitkan Keputusan KPU Nomor 197/PR.01.3-Kpt/01/KPU/IV/2020 tanggal

15 April 2020 tentang Rencana Strategis KPU Tahun 2020-2024.

Untuk menjalankan tantangan terbesar KPU tersebut, KPU Kota

Sawahlunto melaksanakan visi dan misi yang ditetapkan oleh KPU RI untuk

mencapai tujuan dan sasaran strategis dalam Penyelenggaraan

Pemilihan/Pemilu.

1. Visi KPU

Visi Komisi Pemilihan Umum menggambarkan kondisi ke depan yang ingin

dicapai melalui serangkaian Program dan Kegiatan yang diselesaikan

dalam periode 5 (lima) tahun yaitu Tahun 2020-2024. Visi Komisi

Pemilihan Umum periode 2020-2024 adalah :

“Menjadi Penyelenggara Pemilu Serentak yang Mandiri, Profesional
dan Berintegritas”.

dengan itu, maka pengertian kata mandiri, profesional dan berintegritas

adalahsebagai berikut:

a. Mandiri, memiliki arti bahwa KPU bebas dari pengaruh pihak mana

pun, disertai dengan transparansi dan pertanggungjawaban yang

jelas sesuaidengan peraturan perundang-undangan.

b. Integritas, memiliki arti jujur, adil, transparansi,akuntabel.

c. Profesional, memiliki arti berkepastian hukum, berkompeten,

aksesibilitas, tertib, terbuka, proporsional, efektif, efisien, dan

mendahulukan kepentingan umum.

2. Misi Komisi Pemilihan Umum

Misi Komisi Pemilihan Umum merupakan rumusan umum dan upaya-

upaya yang dilaksanakan oleh seluruh jajaran untuk mewujudkan Visi KPU

periode 2020- 2024. Komisi Pemilihan Umum melaksanakan misi Presiden

dan Wakil Presiden nomor 8, “Pengelolaan Pemerintahan yang bersih,

efektif, dan terpercaya’’dengan uraian sebagai berikut:
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a. Meningkatkan kompetensi penyelenggara Pemilu Serentak dengan

berpedoman kepada perundang-undangan dan kode etik

penyelenggara Pemilu.

b. Menyusun peraturan di bidang Pemilu Serentak yang memberikan

kepastian hukum, progresif, dan partisipatif.

c. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilu Serentak yang efektif

dan efisien, transparan, akuntabel, serta aksesibel.

d. Mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dalam

menyelenggarakan Pemilu Serentak.

e. Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih dalam Pemilu Serentak.

f. Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu Serentak untuk seluruh

pemangku kepentingan.

Untuk mencapai visi dan misi tersebut, disusun Program dan Kegiatan

Komisi Pemilihan Umum periode 2020-2024 yang secara garis besar dapat

dibagi menjadi dua, yakni:

a. Mendukung terciptanya organisasi Komisi Pemilihan Umum yang

mampu melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik, disertai

dengan kewibawaan dan kejujuran tanpa dipengaruhi oleh entitas

lain;dan

b. Memberikan layanan terbaik di bidang Pemilihan Umum dan Pemilihan.

3. Tujuan dan Sasaran Strategis

Sebagai lembaga yang berdiri secara hierarkis tujuan yang ingin dicapai

oleh KPU Kota Sawahlunto adalah tujuan yang ditetapkan oleh KPU.

Dalam rangka mewujudkan Visi dan melaksanakan Misi Komisi Pemilihan

Umum, maka tujuan yang ditetapkan sebagai berikut:

a. Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum yang mandiri, professional

danberintegritas;

b. Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang demokratis, tepat waktu,

efisien dan efektif;dan

c. Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas,

Rahasia,Jujur dan Adil.

Seiring dengan tujuan diatas, sasaran strategis Komisi Pemilihan Umum

yang akan dicapai pada periode 2020- 2024, adalah sebagai berikut :

Sasaran strategis untuk tujuan pertama yaitu “Mewujudkan Komisi
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Pemilihan Umum yang mandiri, professional dan berintegritas”, adalah:

a. Tersedianya peraturan perundangan bidang politik yang kuat;

b. Tersedianya Sistem Informasi Partai Politik yang andal dan berkualitas;

dan

c. Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang

berkualitas.

Sasaran strategis untuk mencapai tujuan kedua yaitu “Menyelenggarakan

Pemilu Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif ”, adalah:

a. Terwujudnya pendidikan pemilih kepemiluan dan demokrasi untuk

seluruh lapisan masyarakat;dan

b. Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepemiluan yang sesuai

dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan

informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi

informasi yang terintegrasi.

Sasaran strategis untuk mencapai tujuan ketiga yaitu “Mewujudkan Pemilu

serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil”, adalah

terwujudnya Pemilu Serentak dengan tingkat partisipasi yang tinggi disertai

penyelesaian sengketa hukum yang baik.

Visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis yang ingin diwujudkan Komisi

Pemilihan Umum kemudian dijabarkan menjadi arah kebijakan yang dapat

dilaksanakan. Adapun Arah Kebijakan Komisi Pemilihan Umum dapat

dikelompokkan ke dalam 2 (dua) Program, yakni :

1.Program Dukungan Manajemen;

2.Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi.

Dalam mencapai sasaran strategis yang ditetapkan oleh KPU, KPU

Kota Sawahlunto melaksanakan tugas, wewenang dan kewajibannya

dalam pencapaian sasaran strategis KPU, pada tahun 2023 sesuai tugas

dan fungsi kelembagaan menetapkan sasaran kegiatan berupa :

1.Terwujudnya Lembaga KPU yang berkualitas;

2.Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepemiluan yang sesuai

dengan standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan

informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi

informasi yang terintegrasi.
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B. Perjanjian Kinerja Tahun 2023
KPU Kota Sawahlunto telah menetapkan rencana kinerja yang akan

dilaksanakan pada tahun 2023. Penetapan Kinerja selaku tekad dan janji

rencanakinerja yang akan dicapai pada Tahun 2023 dapat dijabarkan sebagai

berikut :

Tabel 2. 1 Perjanjian Kinerja KPU Kota Sawahlunto Tahun 2023

NO SASARAN PROGRAM INDIKATOR KINERJA
TARGET

(%)
(1) (2) (3) (4)

1 Meningkatnya Akuntabilitas

Keuangan dan Kinerja KPU

Nilai Evaluasi Atas

Pelaksanaan Reformasi

Birokrasi KPU Kota

B

2 Terwujudnya Data Pemilih

Pemilu

Pelaksanaan

Pemutakhiran Data

Pemilih Tepat Waktu

1 Laporan

3 Terwujudnya tahapan Pemilu/

Pemilihan sesuai jadwal

Persentase KPU yang

menyelenggarakan

Pemilu/Pemilihan sesuai

dengan jadwal

100%

C.Target Kinerja Sasaran Strategis KPU Kota Sawahlunto 2020 - 2024
Tabel 2. 2 Target Kinerja Sasaran Strategis KPU Kota Sawahlunto

Tujuan Sasaran

Strategis

Indikator Target Kinerja

2020 2021 2022 2023 2024

1. Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto yang Mandiri, Professional

dan Berintegritas

Terwujudnya

Sistem

Informasi

mengenai

Partai Politik

yang andal dan

berkualitas

Persentase

informasi

mengenai partai

politik yang

mutakhir dan

dipublikasikan

pada publik

- - 30% 35% 40%
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Tujuan Sasaran

Strategis

Indikator Target Kinerja

2020 2021 2022 2023 2024

Terwujudnya

Sumber Daya

Manusia dan

Lembaga yang

berkualitas

Indeks Reformasi

Birokrasi

- 77 78 79 80

Nilai Akuntabilitas

Kinerja

B B B B B

Nilai Keterbukaan

Informasi Publik

100% 100

%

100

%

100

%

100%

2. Menyelenggarakan Pemilu Serentak Yang Demokratis, Tepat Waktu, Efisien dan

Efektif

Terwujudnya

Kesadaran

Pemilih,

Kepemiluan

dan Demokrasi

yang tinggi

untuk seluruh

lapisan

masyarakat

Persentase

Partisipasi

Pemilih dalam

Pemilu/Pemilihan

77,5

%

- - - 77,5

%

Persentase

Partisipasi

Pemilih

Perempuan

dalam

Pemilu/Pemilihan

77% - - - 77%

Persentase

Partisipasi

Pemilih

Disabilitas dalam

Pemilu/Pemilihan

77% - - - 77%

Terwujudnya

koordinasi

penyelenggara

an kepemiluan

yang sesuai

dengan

Standar

Pelayanan

Persentase

Pemilih yang

Berhak Memilih

Tetapi Tidak

Masuk dalam

Daftar Pemilih

Tetap

0,20

%

- - - 0,16

%

Terwujudnya 100% - - - 100%
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Tujuan Sasaran

Strategis

Indikator Target Kinerja

2020 2021 2022 2023 2024

Publik, disertai

pengelolaan

data dan

informasi serta

dokumentasi

pelaksanaan

Pemilu

berbasis

teknologi

informasi yang

terintegrasi

Pemilu/Pemilihan

sesuai dengan

jadwal dan

ketentuan yang

berlaku

3. Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan

Adil

Terwujudnya

Pemilu

Serentak yang

aman dan

damai disertai

penyelesaian

sengketa

hukum yang

baik

Terlaksanakanny

a

Pemilu/Pemilihan

yang Aman dan

Damai

100% - - - 100%

Persentase

Sengketa Hukum

yang

dimenangkan

KPU Kota

Sawahlunto

89% - - - 90%
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D. Rencana Kinerja Tahun 2023
Adapun Rencana Kinerja Tahun 2023 KPU Kota Sawahlunto adalah sebagai

berikut:

Tabel 2. 3 Rencana Kinerja Tahun 2023 KPU Kota Sawahlunto

No Tujuan Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target
1 2 3 4
1 Mewujudkan

Komisi Pemilihan

Umum Kota

Sawahlunto yang

Mandiri,

Professional dan

Berintegritas

Terwujudnya Sistem

Informasi mengenai

Partai Politik yang

andal dan berkualitas

Persentase informasi

mengenai partai

politik yang mutakhir

dan dipublikasikan

pada publik

35%

Terwujudnya Sumber

Daya Manusia dan

Lembaga yang

berkualitas

Indeks Reformasi

Birokrasi
79

Nilai Akuntabilitas

Kinerja
B

Nilai Keterbukaan

Informasi Publik
100%

2 Menyelenggarakan

Pemilu Serentak

Yang Demokratis,

Tepat Waktu,

Efisien dan Efektif.

Terwujudnya

Kesadaran Pemilih,

Kepemiluan dan

Demokrasi yang

tinggi untuk seluruh

lapisan masyarakat

Persentase

Partisipasi Pemilih

dalam

Pemilu/Pemilihan

-

Persentase

Partisipasi Pemilih

Perempuan dalam

Pemilu/Pemilihan

-

Persentase

Partisipasi Pemilih

Disabilitas dalam

Pemilu/Pemilihan

-

Terwujudnya

koordinasi

penyelenggaraan

kepemiluan yang

Persentase Pemilih

yang Berhak Memilih

Tetapi Tidak Masuk

dalam Daftar Pemilih

-
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No Tujuan Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target
1 2 3 4

sesuai dengan

Standar Pelayanan

Publik, disertai

pengelolaan data dan

informasi serta

dokumentasi

pelaksanaan Pemilu

berbasis teknologi

informasi yang

terintegrasi

Tetap

Persentase Pemilih

yang Berhak Memilih

Tetapi Tidak Masuk

dalam Daftar Pemilih

Tetap

-

Persentase Pemilih

yang Berhak Memilih

Tetapi Tidak Masuk

dalam Daftar Pemilih

Tetap

-

3 Mewujudkan

Pemilu Serentak

yang Langsung,

Umum, Bebas,

Rahasia, Jujur dan

Adil

Terwujudnya Pemilu

Serentak yang aman

dan damai disertai

penyelesaian

sengketa hukum

yang baik

Terlaksanakannya

Pemilu/Pemilihan

yang Aman dan

Damai

-

Persentase Sengketa

Hukum yang

dimenangkan KPU

Kota Sawahlunto

-
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BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Pengukuran Capaian Kinerja
Perjanjian Kinerja yang ditetapkan oleh KPU Kota Sawahlunto

merupakan suatu proses kegiatan yang pada hakekatnya merupakan suatu

bagian dari proses atau kegiatan untuk mencapai sasaran Renstra 2020-2024.

Dengan demikian, pencapaian kinerja kegiatan di tahun 2023 merupakan

bagian dari pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra. Untuk

keperluan penilaian akuntabilitas kinerja, maka dilakukan pengklasifikasian

satuan-satuan kinerja yang telah dilaksanakan ke elemen-elemen sasaran

Renstra. Dengan cara ini, maka penilaian satuan-satuan kinerja akan dapat

mencerminkan kinerja secara menyeluruh. Penetapan kinerja dilakukan

pengukuran melalui indikator kinerja sehingga melahirkan capaian kinerja

sebagai berikut :

Tabel 3. 1 Pengukuran Kinerja KPU Kota Sawahlunto Tahun 2023

NO SASARAN PROGRAM INDIKATOR KINERJA TARGET (%)
(1) (2) (3) (4)

1 Meningkatnya Akuntabilitas

Keuangan dan Kinerja KPU

Nilai Evaluasi Atas

Pelaksanaan Reformasi

Birokrasi KPU Kota

B

2 Terwujudnya Data Pemilih

Pemilu

Pelaksanaan Pemutakhiran

Data Pemilih Tepat Waktu

1 Laporan

3 Terwujudnya tahapan Pemilu/

Pemilihan sesuai jadwal

Persentase KPU yang

menyelenggarakan

Pemilu/Pemilihan sesuai

dengan jadwal

100%

Pengukuran kinerja dimaksudkan untuk menilai keberhasilan atau

kegagalan pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Rencana

Strategis dan Rencana Kinerja Tahunan.

Berhasil atau tidak berhasilnya pencapaian indikator kinerja di atas,

diperoleh dari skala ordinal dengan kelompok/ klasifikasi ukuran capaian

kinerja sebagai berikut :
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Tabel 3. 2 Rentang Nilai Pencapaian Kinerja

No. Rentang Nilai Keterangan
1 > 100 Kegiatan yang dilaksanakan telah melampuaui target

indikator kinerja.

2 91 - 100 Kegiatan yang dilaksanakan telah mencapai target

indikator kinerja.

3 71 - 90 Kegiatan yang dilaksanakan telah mendekati target

indikator kinerja.

4 51 - 70 Kegiatan yang dilaksanakan tidak sesuai dengan

target indikator kinerja.

5 0 - 50 Kegiatan yang dilaksanakan sangat tidak sesuai

dengan target indikator kinerja.

Penghitungan prosentase pencapaian rencana tingkat capaian, perlu

memperhatikan karakteristik komponen realisasi, dalam kondisi :

1. Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik,

maka digunakan rumus:

������� ������� ������� =
���������� �������

�������
× 100%

2. Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja,

maka digunakan rumus:

%���������� ������� =
������� − (��������� �������)

�������
× 100%

Target Kinerja dapat dilihat melalui Perjanjian Kinerja Sekretariat KPU Kota

Sawahlunto. Perjanjian Kinerja merupakan suatu proses kegiatan untuk mencapai

sasaran strategis yang telah ditetapkan. Perjanjian Kinerja per-bagian tersebut

secara menyeluruh merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan yang

mencerminkan kinerja lembaga secara menyeluruh.

Hasil capaian kinerja terhadap sasaran yang ditetapkan, secara umum telah

memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Dari 15 sasaran

yang telah ditetapkan melalui penetapan kinerja dilakukan pengukuran melalui

indikator kinerja sehingga melahirkan capaian kinerja. Seluruh capaian kinerja telah

tercapai secara 100%. Meskipun begitu, beberapa indikator kinerja masih
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membutuhkan komitmen, keterlibatan, dan dukungan aktif segenap komponen

penyelenggara Pemilu, pemerintah, masyarakat, dan para pemangku kepentingan.

Upaya koordinasi dan peningkatan kerjasama dengan berbagai instansi baik internal

maupun lintas sektoral harus dilakukan dengan lebih intensif.
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Pada tabel di bawah adalah data perbandingan target kinerja sasaran strategis KPU Kota Sawahlunto 2020 - 2024 dengan

KPU RI:

Tabel 3. 3 Perbandingan Target Kinerja Sasaran Strategis KPU Kota Sawahlunto 2020 - 2024 dengan KPU RI

Tujuan Sasaran

Strategis

Indikator Target Kinerja

2020 2021 2022 2023 2024

RI Kota RI Kota RI Kota RI Kota RI Kota

1. Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto yang Mandiri, Professional dan Berintegritas

Terwujudnya

Sistem Informasi

mengenai Partai

Politik yang andal

dan berkualitas

Persentase

informasi

mengenai partai

politik yang

mutakhir dan

dipublikasikan

pada publik

20% - 25% - 30% 30% 35% 35% 40% 40%

Terwujudnya

Sumber Daya

Manusia dan

Lembaga yang

Indeks Reformasi

Birokrasi

76 - 77 77 78 78 79 79 80 80

Nilai Akuntabilitas

Kinerja

B B B B B B B B B B
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Tujuan Sasaran

Strategis

Indikator Target Kinerja

2020 2021 2022 2023 2024

RI Kota RI Kota RI Kota RI Kota RI Kota

berkualitas Nilai Keterbukaan

Informasi Publik

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

2. Menyelenggarakan Pemilu Serentak Yang Demokratis, Tepat Waktu, Efisien dan Efektif

Terwujudnya

Kesadaran

Pemilih,

Kepemiluan dan

Demokrasi yang

tinggi untuk

seluruh lapisan

masyarakat

Persentase

Partisipasi Pemilih

dalam

Pemilu/Pemilihan

77,5% 77,5% 77,5% - 77,5% - 77,5% - 77,5% 77,5%

Persentase

Partisipasi Pemilih

Perempuan dalam

Pemilu/Pemilihan

77% 77% 77% - 77% - 77% - 77% 77%

Persentase

Partisipasi Pemilih

Disabilitas dalam

Pemilu/Pemilihan

77% 77% 77% - 77% - 77% - 77% 77%
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Tujuan Sasaran

Strategis

Indikator Target Kinerja

2020 2021 2022 2023 2024

RI Kota RI Kota RI Kota RI Kota RI Kota

Terwujudnya

koordinasi

penyelenggaraan

kepemiluan yang

sesuai dengan

Standar

Pelayanan

Publik, disertai

pengelolaan data

dan informasi

serta

dokumentasi

pelaksanaan

Pemilu berbasis

teknologi

informasi yang

terintegrasi

Persentase

Pemilih yang

Berhak Memilih

Tetapi Tidak

Masuk dalam

Daftar Pemilih

Tetap

0,20% 0,20% 0,19% - 0,18% - 0,17% - 0,16% 0,16%

Terwujudnya

Pemilu/Pemilihan

sesuai dengan

jadwal dan

ketentuan yang

berlaku

100% 100% 100% - 100% - 100% - 100% 100%
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Tujuan Sasaran

Strategis

Indikator Target Kinerja

2020 2021 2022 2023 2024

RI Kota RI Kota RI Kota RI Kota RI Kota

3. Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil

Terwujudnya

Pemilu Serentak

yang aman dan

damai disertai

penyelesaian

sengketa hukum

yang baik

Terlaksanakannya

Pemilu/Pemilihan

yang Aman dan

Damai

100% 100% 100% - 100% - 100% - 100% 100%

Persentase

Sengketa Hukum

yang

dimenangkan KPU

Kota Sawahlunto

89% 89% 89% - 89% - 89% - 89% 90%
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Pada tabel di bawah adalah perbandingan realisasi dan capaian kerja yang sudah sesuai dengan RENSTRA KPU Kota Sawahlunto

2020 - 2024:

Tabel 3. 4 Perbandingan Realisasi dan Capaian 2021 - 2023

Indikator Kinerja
Target Realisasi Capaian

2021 2022 2023 2021 2022 2023 2021 2022 2023

1. Terwujudnya Kerjasama dengan lembaga penyelenggara Pemilu

Jumlah Fasilitasi Kerjasama

dengan Instansi Terkait Dalam

Rangka Penguatan

Kelembagaan Demokrasi

- - 2 Lembaga - -
2

Lembaga
- - 100%

2. Terwujudnya rencana kerja dan anggaran yang efektif dan efisien

Jumlah revisi yang dilakukan

terhadap rencana kerja yang

telah ditetapkan

- - 24 kali - - 15 kali - - 100%

3. Terwujudnya Sistem Administrasi Penyelenggaraan Pemilu yang tertib, efektif dan efisien

Persentase laporan monitoring

dan evaluasi yang akuntabel

dan tepat waktu

- - 100% - - 100% - - 100%
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Indikator Kinerja
Target Realisasi Capaian

2021 2022 2023 2021 2022 2023 2021 2022 2023

4. Terwujudnya Sistem Administrasi Penyelenggaraan Pemilu yang tertib, efektif dan efisien

Pencapaian Target Kinerja

yang tercapai sesuai dengan

perjanjian kinerja

- - 100% - - 100% - - 100%

5. Pembentukan Badan Penyelenggara Adhoc

Jumlah Badan Adhoc yang

dipersiapkan dan dibentuk
- -

4 PPK, 37

PPS dan

Sekretariat

serta PAW-

nya

- -

4 PPK, 37

PPS dan

Sekretariat

serta

PAW-nya

- - 100%

6. Meningkatnya penyelesaian pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai ketentuan

Persentase penyelesaian

pertanggungjawaban

penggunaan anggaran sesuai

ketentuan

- - 1 Laporan - - 1 Laporan - - 100%

7. Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan
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Indikator Kinerja
Target Realisasi Capaian

2021 2022 2023 2021 2022 2023 2021 2022 2023

Jumlah laporan sistem

akuntansi dan pelaporan

keuangan yang diselesaikan

tepat waktu

1 Laporan 2 Laporan 14 Laporan
1

Laporan

2

Laporan

14

Laporan
100% 100% 100%

8. Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran

Jumlah laporan

pertanggungjawaban

penggunaan anggaran

berbasis aplikasi yang tepat

waktu dan valid

1 Laporan - 12 Laporan
1

Laporan
-

12

Laporan
100% - 100%

9. Meningkatnya penyelesaian pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai ketentuan

Persentase barang milik

negara yang dikelola sesuai

dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku

1 Unit - 100% 1 Unit - 100% 100% - 100%

10. Terwujudnya dukungan sarana dan prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas KPU
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Indikator Kinerja
Target Realisasi Capaian

2021 2022 2023 2021 2022 2023 2021 2022 2023

Persentase sarana transportasi

untuk mendukung kinerja

satker yang berfungsi dengan

baik

- 1 Laporan 100% -
1

Laporan
100% - 100% 100%

11. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan KPU

Persentase pengisian dan

penyampaian Kartu Kendali

SPIP secara lengkap dan tepat

waktu

- - 100% - - 100% - - 100%

12. Tersusunnya keputusan KPU Kota sesuai kerangka regulasi

Persentase keputusan KPU

Kota yang disusun dan sesuai

dengan kerangka regulasi

secara lengkap dan tepat

waktu

- - 100% - - 100% - - 100%

13. Terlaksananya pengelolaan dan pelayanan informasi hukum
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Indikator Kinerja
Target Realisasi Capaian

2021 2022 2023 2021 2022 2023 2021 2022 2023

Persentase produk hukum

yang dikelola

didokumentasikan dan

disajikan sesuai peraturan

perundang-undangan

1

Layanan
- 100%

1

Layanan
- 100%

1

Layanan
- 100%

14. Pendidikan pemilih kepada masyarakat umum

Jumlah kegiatan “pendidikan

pemilih kepemiluan dan

demokrasi” untuk masyarakat

umum yang dilaksanakan oleh

KPU Kota

- -
12

Kegiatan
- -

12

Kegiatan
- - 100%

15. Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat

Persentase permohonan

informasi yang ditindaklanjuti

melalui PPID sesuai dengan

SOP

- - 100% - -
12

Kegiatan
- -

12

Kegiatan
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B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja
Berikut uraian evaluasi dan analisis capaian dari sasaran kegiatan yang

dilaksanakan oleh KPU Kota Sawahlunto selama tahun 2023, yang pertama :

1. Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU
Tabel 3. 5 Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU

No Indikator Kinerja Target Realisasi %
Capai
an

1 Meningkatnya Akuntabilitas

Keuangan dan Kinerja KPU

Nilai Evaluasi Atas

Pelaksanaan

Reformasi

Birokrasi KPU

Kota

1 Laporan B

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan,

badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan

atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang

berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Komisi Pemilihan

Umum Kota Sawahlunto selaku lembaga penyelenggara pemilihan umum

melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas

Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto tahun 2023, sebagai berikut:

a) Manajemen Perubahan

KPU Kota Sawahlunto telah membentuk TIM Birokrasi Reformasi yang

ditetapkan dengan Surat Keputusan KPU Kota Sawahlunto Nomor 95 Tahun

2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota

Sawahlunto Nomor 03 Tahun 2023 tentang Pembentukan TIM Reformasi

Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota sawahlunto. TIM

Reformasi Birokrasi telah melaksanakan tugas sesuai dengan rencana kerja

dan rencana aksi.
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b) Deregulasi Kebijakan

KPU Kota Sawahlunto melakukan identifikasi, analisis, dan pemetaan terhadap

seluruh kebijakan yang tidak harmonis/sinkron/bersifat menghambat dan

pemetaan terhadap sebagian kebijakan, tersusunnya Keputusan KPU Kota

sesuai Kerangka Regulasi

Arsip Surat Keputusan KPU Kota Sawahlunto telah terdokumentasi dengan baik

secara hardcopy maupun softycopy di https://docs.google.com/spreadsheets.

Pengelolaan Keputusan KPU Kota Sawahlunto sepanjang tahun 2023 adalah

berikut :

Tabel 3. 6 Daftar Keputusan yang Dikeluarkan oleh KPU Kota Sawahlunto

No Arsip Jumlah Arsip

1 SK Ketua 118

2 SK Sekretaris 54

3 SOP 16

Pada proses pelaksanaannya, penyusunan Keputusan KPU Kota Sawahlunto ini

mengacu pada Standar Operasional Prosedur (SOP) KPU Kota Sawahlunto

Nomor 4 Tahun 2022 tentang Penyusunan Keputusan KPU Kota Sawahlunto.

Sedangkan terkait pengunggahan dan penurunan produk hukum pada laman

JDIH mengacu pada SOP KPU Kota Sawahlunto Nomor 1 Tahun 2022 tentang

Pengunggahan dan Penurunan Dokumen Hukum pada Laman JDIH KPU Kota

Sawahlunto.

c) Penataan Organisasi

Melakukan Evaluasi terhadap penataan dan penguatan organisasi.

Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8

Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan

Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana

diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia

Nomor 12 Tahun 2023. KPU Kota Sawahlunto melakukan Penataan Organisasi,

dengan adanya pergantian Komisioner untuk Periode 2003-2028, sengan

https://docs.google.com/spreadsheets.
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struktur sebagai berikut:

Gambar 3. 1 Struktur Organisasi KPU Kota Sawahlunto

Dan berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi

Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kelima atas

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja

Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. KPU Kota Sawahlunto menetapkan

pembagian Divisi dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota

Sawahlunto Nomor 83 Tahun 2023 tentang Penetapan Divisi dan Koordinator

Wilayah pada Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto Periode 2023-2028,

sebagai berikut :

Tabel 3. 7 Pembagian Divisi dan Wakil Divisi KPU Kota Sawahlunto

Nama Divisi Koordinator
WilayahKetua Wakil

Hamdani

Keuangan,

Umum,

Rumah

Tangga dan

Logistik

Rony Yandri Kota Sawahlunto

Rika Arnelia
Teknis

Penyelenggaraan
Hamdani Lembah Segar
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Rony Yandri

Sosialisasi,

Pendidikan

Pemilih,

Partisipasi

Masyarakat

dan

SDM

Evildo Ramance Talawi

Febdori
Armansyah

Perencanaan

Data dan

Informasi

Rika Arnelia Barangin

Evildo
Ramance

Hukum dan

Pengawasan
Febdori Armansya Silungkang

d) Penataan Tata Laksana

Dalam pelaksanaan tugas dan tanggungjawab KPU Kota Sawahlunto telah

membuat prosedur operasional tetap (SOP), melakukan monitoring dan

evaluasi terhadap SOP, dan melakukan transformasi pelayanan dalam bidang

digital.

e) Manajemen SDM

Untuk melakukan sistem manajemen SDM, maka dilakukan perencanaan

kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi, menganalisis jabatan

dan beban kerja sesuai kebutuhan, pengembangan pegawai berbasis

kompetensi. Pada proses pelaksanaannya, penyusunan Keputusan KPU Kota

Sawahlunto ini mengacu pada Standar Operasional Prosedur (SOP) KPU Kota

Sawahlunto Nomor 4 Tahun 2022 tentang Penyusunan Keputusan KPU Kota

Sawahlunto

f). Penguatan Pengawasan

Keterlibatan pimpinan dalam pembuatan renstra, penyusunan perjanjian kinerja,

memantau pencapaian kinerja secara berkala

e) Penguatan Akuntabilitas

Penguatan Pengawasan gratifikasi, telah dilakukan public campain. Dan
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melakukan penerapan SPIP, pelaksanaan sosialisasi penanganan benturan

kepentingan .

Satuan Unit Pengendalian Gratifikasi pada KPU Kota Sawahlunto sudah

terbentuk sejak tahun 2021 dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota

Sawahlunto Nomor 27/HK.03.1/1373/2021 tentang Pembentukan Satuan Tugas

Unit Pengendalian Gratifikasi pada Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto

sejak tanggal 28 Oktober 2021. Kemudian pada tanggal 04 Oktober 2023 dengan

adanya Perubahan Kasubbag di KPU Kota Sawahlunto, dilakukan Perubahan

Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi yang telah ditetapkan dengan

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto Nomor 114 Tahun 2023

tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto Nomor

100 Tahun 2023 tentang Pembentukan Satuan Tugas Unit Pengendalian

Gratifikasi pada Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto dengan susunan

sebagai berikut :

Tabel 3. 8 Surat Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi

NO N A M A JABATAN
JABATAN
DALAM

KEPENGURUSAN

1 2 3 4

1. Hamdani Ketua KPU dan Divisi

Keuangan, Umum, Logistik

dan Rumah Tangga

Pengarah

2. Evildo Ramance, S.H. Divisi Sosialisasi,

Pendidikan Pemilih,

Partisipasi Masyarakat dan

SDM

Pengarah

3. Febdori Armansyah,

S.H., M.H

Divisi Hukum dan

Pengawasan

Pengarah
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NO N A M A JABATAN
JABATAN
DALAM

KEPENGURUSAN

1 2 3 4

4. Rika Arnelia, S.H. Divisi Teknis

Penyelenggaraan

Pengarah

5. Rony Yandri, A.Ma. Divisi Perencanaan, Data

dan Informasi

Pengarah

6. Juni Lesmita Devi,

S.E.

Sekretaris Ketua

7. Rusnel, S.H. Kepala Subbagian Hukum

dan Sumber Daya Manusia

Sekretaris

8. Hayatul Mardiah, S.H. Kepala Subbagian Teknis

Penyelenggaraan Pemilu,

Partisipasi dan Hubungan

Masyarakat

Anggota

9. Rike Suci Kardia, S.H.,

M.H.

Kepala Subbagian

Perencanaan, Data dan

Informasi

Anggota

10. Puti Astri

Primawardani, S.E.

Kepala Subbagian

Keuangan, Umum dan

Logistik

Anggota

Tugas dan Wewenang Unit Pengendalian Gratifikasi meliputi ;

a. menerima, mereviu dan mengadministrasikan laporan penerimaan, laporan

penolakan dan laporan pemberian Gratifikasi dari Jajaran KPU Kota

Sawahlunto, PPK, PPS, KPPS di Lingkungan KPU Kota Sawahlunto;
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b. menyalurkan laporan penerimaan, laporan penolakan dan laporan pemberian

Gratifikasi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi melalui Sekretaris Jenderal

KPU, untuk dilakukan analisis dan penetapan status Gratifikasi oleh Komisi

Pemberantasan Korupsi;

c. menyampaikan hasil pengelolaan Gratifikasi dan usulan kebijakan Gratifikasi

kepada Ketua KPU melalui Sekretaris Jenderal KPU;

d. mengkoordinasikan kegiatan sosialisasi dan desiminasi aturan Gratifikasi

kepada pihak internal dan eksternal di Lingkungan KPU Kota Sawahlunto,

PPK, PPS, KPPS;

e. melakukan koordinasi dan konsultasi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi

dalam pelaksanaan Peraturan ini;

f. melakukan pemantauan terhadap tindak lanjut atas status Gratifikasi yang

ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi;

g. meminta data dan informasi kepada satuan kerja tertentu dan/atau setiap

Jajaran KPU Kota Sawahlunto, PPK, PPS, KPPS terkait pemantauan

penerapan program pengendalian Gratifikasi;

h. memberikan rekomendasi tindak lanjut kepada Inspektorat Sekretariat

Jenderal KPU apabila terjadi pelanggaran terkait Gratifikasi oleh setiap jajaran

KPU Kota Sawahlunto, PPK, PPS KPPS dan melaporkan hasil penanganan

pelaporan Gratifikasi kepada Sekretaris Jenderal KPU; dan

i. menjamin kerahasiaan laporan Gratifikasi yang disampaikan oleh setiap

Jajaran KPU Kota Sawahlunto, PPK, PPS, KPPS dan/atau Pihak Ketiga.

Unit Pengendalian Gratifikasi mempunyai fungsi, sebagai berikut :

a. melaksanakan program dan kegiatan pencegahan Gratifikasi di lingkungan

KPU Kota Sawahlunto, PPK, PPS, dan KPPS;

b. melakukan koordinasi dengan UPG KPU Provinsi Sumatera Barat dan/atau

UPG KPU dalam hal pencegahan Gratifikasi di Lingkungan KPU Kota

Sawahlunto, PPK, PPS, dan KPPS;

c. menerima laporan penerimaan Gratifikasi;

d. melakukan pemeriksaan dan verifikasi penerimaan Gratifikasi;
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e. menyimpan, menginventarisasi, dan mendokumentasikan subjek pelaporan

penerimaan Gratifikasi;

f. menetapkan tindak lanjut atas subjek pelaporan penerimaan Gratifikasi dalam

bentuk makanan dan barang yang mudah rusak atau busuk;

g. menyampaikan laporan penerimaan Gratifikasi dari Jajaran KPU Kota

Sawahlunto, PPK, PPS, dan KPPS kepada UPG KPU dengan tembusan

kepada UPG KPU Provinsi Sumatera Barat setiap kali menerima pelaporan

penerimaan Gratifikasi;

h. mengadministrasikan pelaporan dan/atau penyetoran Gratifikasi dari Jajaran

KPU Kota Sawahlunto, PPK, PPS, dan KPPS di Lingkungan KPU Kota

Sawahlunto;

i. menyampaikan laporan berkala kepada UPG KPU dengan tembusan kepada

UPG KPU Sumatera Barat tentang perkembangan/rekapitulasi pelaporan

penerimaan Gratifikasi dan/atau penyetoran Gratifikasi di Lingkungan KPU

Kota Sawahlunto, PPK, PPS, dan KPPS;

j. melaksanakan tugas ketatausahaan UPG.

Unit Pengendalian Gratifikasi pada Tahun 2023 melakukan kegiatan :

1. Secara rutin mengingatkan dan menyampaikan kepada internal KPU Kota

Sawahlunto bahwa seluruh personil harus menganut prinsip anti gratifikasi. Hal

tersebut disampaikan pada saat apel pagi maupun pada saat rapat-rapat.

2. Pelaksanaan Sosialisasi Pengendalian Gratifikasi pada KPU Kota Sawahlunto

dan Sekretariat. Pada hari Jum’at tanggal 26 Mei 2023, pukul 10.00 WIB dan

berakhir pada pukul 11.00 WIB.

3.Memberikan akses kepada masyarakat untuk dapat menyampaikan pengaduan

terkait pelayanan maupun personil yang ada di KPU Kota Sawahlunto, salah

satunya pengaduan terkait gratifikasi. Pengaduan dapat dilakukan secara

langsung maupun melalui website KPU Kota Sawahlunto https://kota-

sawahlunto.kpu.go.id/page/read/76/tata-cara-pengaduan-masyarakat.

4.Membuat spanduk tentang larangan Pemberian Gratifikasi di Lingkungan KPU

Kota Sawahlunto.

https://kota-sawahlunto.kpu.go.id/page/read/76/tata-cara-pengaduan-masyarakat.
https://kota-sawahlunto.kpu.go.id/page/read/76/tata-cara-pengaduan-masyarakat.
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5. Sosialisasi Berkelanjutan Pengendalian Gratifikasi pada Internal KPU Kota

Sawahlunto. KPU Kota Sawahlunto melaksanakan Sosialisasi Berkelanjutan

Gratifikasi pada Internal KPU Kota Sawahlunto melalui rapat pleno rutin

mingguan melalui Undangan KPU Kota Sawahlunto Nomor 505/PP.04-

Und/1373/4/2023 pada tanggal 12 September 2023 dan diputuskan melalalui

Berita Acara KPU Kota Sawahlunto Nomor 258.1/PK.01-BA/1373/4/2023 pada

tanggal 12 September 2023.

6. Sosialisasi kepada stake holder terkait (Partai Politik, Bawaslu, Polres, dan

Internal) Pengendalian Gratifikasi melalui Undangan KPU Kota Sawahlunto

Nomor 510/PL.01.6.Und/1373/2/2023 tanggal 14 September 2023 perihal

Undangan Rapat Koordinasi dan Sosialisasi, salah satu agendanya Sosialisasi

Pengendalian Gratifikasi oleh Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Kota

Sawahlunto.

7.Membuat pin tentang tolak gratifikasi berjumlah 29 pin untuk semua Komisioner

dan Sekretariat KPU Kota Sawahlunto.
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Gambar 3. 2 Pengendalian Gratifikasi

f) Pelayanan Publik

Keterbukaan informasi publik merupakan informasi yang bersifat publik,

artinya masyarakat diberikan kebebasan untuk mendapatkan informasi. Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mengatur salah satu

azaz penyelenggaraan pemilu adalah transparan. Tugas KPU adalah

menyampaikan perkembangan informasi kepemiluan kepada publik. Untuk

pengelolaan dan pelayanan informasi publik di Lingkungan Komisi Pemilihan

Umum, telah ditetapkan Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2015 sebagai pedoman.

Disamping itu, KPU juga harus tetap memperhatikan Undang-Undang Nomor 14

Tahun 2008 dan peraturan lainnya demi maksimalnya pelayanan informasi

publik.

Informasi publik yang ada pada Komisi Pemilihan Umum adalah

informasi Pemilu. Informasi Pemilu dihasilkan dalam setiap tahapan

penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD dan Presiden dan

Wakil Presiden serta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil

Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana ditetapkan oleh

penyelenggara Pemilu berdasarkan peraturan perundang-undangan. Segala

informasi terkait kepemiluan dan Pemilihan telah didokumentasikan dan

diinformasikan yang dapat diakses masyarakat melalui link https://kota-

sawahlunto.kpu.go.id/

https://kota-sawahlunto.kpu.go.id/
https://kota-sawahlunto.kpu.go.id/
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Gambar 3. 3 PPID KPU Kota Sawahlunto

Selain itu keterbukaan informasi tersebut KPU Kota Sawahlunto memiliki

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) dimana segala produk

hukum terkait kepemiluan diinventarisasi, didokumentasikan dan diinformasikan

yang dapat diakses masyarakat melalui link :

https://jdih.kpu.go.id/sumbar/sawahlunto/

Gambar 3. 4 JDIH KPU Kota Sawahlunto

KPU Kota Sawahlunto tercatat mengolah, menetapkan dan

mendokumentasikan penyajian produk hukum sepanjang Tahun 2023 sebanyak

https://jdih.kpu.go.id/sumbar/sawahlunto/
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80 (delapan puluh) Surat Keputusan (SK) KPU Kota Sawahlunto yang disajikan

atau ditetapkan sesuai dengan tahapan pelaksanaannya.

Sedangkan Permohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID

sesuai dengan SOP dapat dilihat dalam dua indikator :

1.Kepuasan pemohon informasi

2.Perolehan penghargaan keterbukaan informasi publik dari Komisi

Informasi Provinsi Sumatera Barat sebagai lembaga yang informatif

Pada tahun 2023 KPU Kota Sawahlunto tercatat 47 (empat puluh tujuh)

orang yang diproses permohonan informasi publik dengan rincian sebagai berikut:

Bagan 3. 1 Rekapitulasi Daftar Permohonan Informasi Publik

Permohonan yang masuk sebagaimana grafik di atas didasarkan pada

permohonan tertulis yang diajukan masyarakat dengan mendatangi kantor KPU

Kota Sawahlunto. Adapun masyarakat secara luas dapat mengakses data dan

informasi melalui media sosial KPU Kota Sawahlunto tanpa harus mendatangi

kantor KPU Kota Sawahlunto. Dalam proses permohonan Informasi Publik, KPU

Kota Sawahlunto juga meminta penilaian terhadap layanan informasi yang

diberikan.
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Bagan 3. 2 Penilaian Pelayanan PPID KPU Kota Sawahlunto

Sepanjang tahun 2023 melaksanakan keterbukaan informasi publik

dengan memposting setiap data dan informasi yang bersifat terbuka untuk

masyarakat luas melalui website dan media sosial resmi KPU Kota Sawahlunto

berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto nomor :

28/HK.03.1/1373/2021 Tentang Penetapan Akun Media Sosial Resmi Komisi

Pemilihan Umum Kota Sawahlunto, media sosial KPU Kota Sawahlunto terdiri

dari:

1. Website

2. Facebook

3. Twitter

4. Instagram

5. Youtube

6. Tiktok

7. WA Grup Bakohumas

KPU Kota Sawahlunto melakukan update data & informasi secara

berkala dan bersifat kontinuitas. Berikut gambaran postingan KPU Kota

Sawahlunto pada media sosial KPU Kota Sawahlunto sepanjang tahun 2023 :

Tabel 3. 9 Website dan Media Sosial Resmi

No Jenis Media Detail Jumlah

1.
Postingan 292

View 7.858
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No Jenis Media Detail Jumlah

Website kota-sawahlunto@kpu.go.id
Like -

2.
Page Facebook : KPU Kota

Sawahlunto

Postingan 515

View 33.384

Like 2.754

3. Twitter : @KPUSawahlunto

Postingan 323

View 1.064

Like 1.538

4. Instagram : kpusawahluntokota

Postingan 560

View 2.157

Like 8.905

5.
Youtube : KPU Kota Sawahlunto

Postingan 16

View
259

Like 186

6. Tiktok : @kpusawahlunto

Postingan 91

View 3.4731

Like 1462

7. WA Grup Bakohumas : 081378691939

 Membagikan informasi atau

infografis tahapan melalui

status atau WA grup (Ad

Hoc, Pers, Kepala Sekolah

Tingkat SLTA Sederajat,

Bakohumas)

 Melayani pertanyaan atau

permintaan informasi dari

stakeholder dan

mailto:kota-sawahlunto@kpu.go.id
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No Jenis Media Detail Jumlah

masyarakat
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Gambar 3. 5 Website dan Media Sosial

Selain itu KPU Kota Sawahlunto juga menginformasikan Pemilu 2024

melalui Program “KPU Beritahu”, dan mengadakan doorprize melalui Program

Pemilih Berseru” setiap minggunya.

 KPU “Beritahu” :

Penayangan infografis Pemilu ataupun penyelenggara di seluruh akun media

sosial KPU Kota Sawahlunto

Gambar 3. 6 Program KPU Kota Sawahlunto “ Beritahu “

 Pemilih “Berseru” :

Kuis Pemilu ataupun penyelenggara di akun instagram KPU Kota

Sawahlunto yang berhadiah merchandise untuk 3 orang pemenang
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Gambar 3. 7 Program KPU Kota Sawahlunto “ Berseru “

 Program “ObrolinYukk” yang berupa video percakapan terkait kepemiluan

antara narasumber dan reporter, yang di publish 1 (satu) kali dalam1(satu)

bulan setiap akhir bulannya.

Gambar 3. 8 Program KPU Kota Sawahlunto “ Obrolin Yuk “

Pada Tahun 2023 KPU Kota Sawahlunto masuk dalam tingkat 3 (tiga)

besar penilaian PPID dalam kategori Komisi Pemilihan Kabupaten/Kota se-

Sumatera Barat yang dilaksanakan oleh Komisi Informasi (KI) Sumatera Barat

dengan tahapan:

1.Tahap satu (1) mengisi dan mengirimkan SAQ dengan menggunakan

lembar SAQ (soft copy)

2.Tahap dua (2) verifikasi SAQ dengan website dan dokumen pendukung
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3.Tahap tiga (3) Verifikasi Faktual yang dilakukan oleh KI

4.Tahap empat (4) Presentasi, tahap ini menentukan peringkat 1 s/d 3 KPU

Kabupaten/Kota Se Sumatera Barat.

Hasilnya KPU Kota Sawahlunto memperoleh Predikat “informatif” dari
hasil keterbukaan informasi publik se-Sumatera Barat Tahun 2023 pada
kategori Komisi Pemilihan Kabupaten/Kota yang dilaksanakan oleh Komisi
Informasi (KI) Sumatera Barat. Penghargaan tersebut tetap dapat
dipertahankan karena juga diperoleh pada tahun 2022

Gambar 3. 9 Visitasi oleh KI Sumatera Barat di KPU Kota Sawahlunto

Gambar 3. 10 Presentasi Badan Publik KPU Kota Sawahlunto
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Gambar 3. 11 Penganugerahan Keterbukaan Badan Publik Tahun 2023

2.Terwujudnya Data Pemilih Pemilu
Tabel 3. 10 Terwujudnya Data Pemilih Pemilu

NO SASARAN PROGRAM INDIKATOR KINERJA TARGET (%)
(1) (2) (3) (4)

2 Terwujudnya Data Pemilih

Pemilu

Pelaksanaan

Pemutakhiran Data

Pemilih Tepat Waktu

1 Laporan

Selanjutnya uraian evaluasi dan analisis capaian dari sasaran kegiatan yang

dilaksanakan oleh KPU Kota Sawahlunto selama tahun 2023, yang kedua adalah

terwujudnya data pemilih Pemilu, dengan uraian sebagai berikut:

a) Pemetaan TPS
Berdasarkan surat KPU RI Nomor 13/TIK.04-SD/14/2023 tanggal 4 Januari 2023

perihal Data hasil sinkronisasi dalam negeri untuk pemilu Tahun 2024, yang
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menyatakan bahwa KPU Kabupaten/Kota mengolah data hasil sinkronisasi dibantu

dengan PPK dan PPS. Menindaklanjuti surat KPU RI tersebut, KPU Kota Sawahlunto

mengadakan rapat koordinasi dengan PPK dan PPS melalui Surat Nomor

045/PL.01.2-Und/1373/2023 dan 046/PL.01.2-Und/1373/2023 perihal rapat kerja

tanggal 20 Januari 2023. Kegiatan rapat kerja ini dimaksudkan untuk pemetaan

tempat pemungutan suara (TPS) di tingkat PPS dalam persiapan Penetapan TPS

untuk Pemilu 2024. Berdasarkan pasal 15 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum

Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan

Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih Pemilih untuk setiap TPS paling

banyak 300 (tiga ratus) orang,dengan memperhatikan : 1) tidak menggabungkan

kelurahan/desa atau nama lain; 2) kemudahan Pemilih menuju ke TPS, dengan

mempertimbangkan: a) aspek geografis; b) aspek disabilitas; dan c) aspek jarak dan

waktu tempuh dengan memperhatikan tenggang waktu proses pemungutan suara. 3)

tidak memisahkan Pemilih dalam satu KK pada TPS yang berbeda.

Kegiatan dilaksanakan pada hari Rabu dan Kamis tanggal 25 -26 Januari bertempat

di Ruang Rapat KPU Kota Sawahlunto dan menghasilkan pemetaan berupa 223 TPS

di Kota Sawahlunto.

Gambar 3. 12 Rapat Koordinasi Pemetaan TPS

b). Rekstruturisasi TPS
Berdasarkan Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor 147/PL.01-

SD/14/2023 tanggal 5 Februari 2023 tentang Jadwal Pemetaan TPS, Apel

Kesiapan dan Bimtek Pantarlih. KPU Kota Sawahlunto melaksanakan kegiatan

rapat kerja restrukturisasi pemetaan tempat pemungutan suara (TPS) di tingkat
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PPS dalam persiapan Penetapan TPS ulang untuk Pemilu 2024 di 12 (duabelas)

desa di Kota Sawahlunto dengan memaksimalkan pemilih per TPS dengan

mendekati jumlah maksimum per-TPS sebanyak 300 orang.

c). Pelaksanaan Pelantikan, Apel Kesiapan, Bimtek Pantarlih dan Coklit Hari
Pertama
Kegiatan ini dilaksanakan secara serentak masing-masing Kecamatan pada

tanggal 12 Februari 2023 dengan diawali Pelantikan dan Apel kesiapan yang

dipimpin oleh PPK dilanjutkan dengan bimtek pantarlih oleh PPS kemudian coklit

hari pertama dengan target tokoh masyarakat di lingkungan kerja pantarlih.

Kegiatan coklit menggunakan aplikasi e-coklit.

Gambar 3. 13 Pelantikan dan Apel Kesiapan Coklit
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Gambar 3. 14 Kegiatan Coklit oleh Pantarlih

c). Sosialisasi Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih Pemilu Tahun 2024 dengan
Parpol Dan Stakeholder Terkait.
Sosialisasi Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih Pemilu Tahun 2024 kepada

stakeholder terkait dan partai politik peserta pemilu 2024 ditingkat Kota Sawahlunto.

d). Sinkronisasi Laporan Hasil Coklit Pantarlih Pemilu Tahun 2024
Sehubungan akan berakhirnya masa kegiatan pencocokan dan penelitian (coklit)

pada tanggal 14 Maret 2023, maka KPU Kota Sawahlunto perlu melakukan

sinkronisasi terhadap data pemilih hasil cokiit dan merapikan data hasil dari e-coklit

untuk mendukung terwujudnya prinsip-prinsip penyusunan daftar pemilih yaitu

komprehensif, insklusif, akurat, mutakhir, terbuka, responsif, partisipatif, akuntabel,

perlindungan data diri, dan aksesibel.

e). Rapat Kerja Penyusunan Daftar Pemilih Untuk DPS Tingkat PPK dan PPS
Dengan berakhirnya masa kegiatan pencocokan dan penelitian (coklit) pada

tanggal 14 Maret 2023, tahapan selanjutnya PPS menyusun Daftar Pemilih tingkat

Desa/Kelurahan di wilayah kerjanya yang kemudian diikuti oleh PPK. KPU Kota

Sawahlunto perlu melakukan rapat kerja terhadap data pemilih hasil cokiit dan

merapikan data hasil dari e-coklit untuk mendukung terwujudnya prinsip-prinsip

penyusunan daftar pemilih yaitu komprehensif, insklusif, akurat, mutakhir, terbuka,

responsif, partisipatif, akuntabel, perlindungan data diri, dan aksesibel. Kegiatan
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dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 14 Maret 2023 di Ruang Rapat KPU Kota

Sawahlunto.

Gambar 3. 15 Rapat Kerja Penyusunan Daftar Pemilih Untuk DPS

f). Penyusunan Daftar Pemilih TPS Lokasi Khusus
Berdasarkan hasil koordinasi yang telah dilakukan bahwa yang memenuhi syarat

untuk pendirian TPS Khusus yaitu berada di Rutan Kelas II B Kota Sawahlunto dan

Lapas Khusus Narkotika Kelas III Kota Sawahlunto diperlukanya penyusuan Daftar

Pemilih dengan melalui pengecekan by name denga DWH SIAK yang diberikan untuk

verifikasi dan keabsahan dari NIK yang diberikan.

Gambar 3. 16 Rapat Kerja Penyusunan Daftar Pemilih TPS Lokasi Khusus
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g). Pleno Penetapan Rekapitulasi DPHP Dan Penetapan DPS
Pleno Penetapan Rekapitulasi DPHP di tingkat PPS dan PPK serta penetapan DPS

di Tingkat KPU Kota. Pada tanggal 5 April 2023 dilakukan Pleno terbuka yang

dihadiri oleh pimoinan Partai Politik dan Bawaslu serta stakeholder terkait, dengan

hasil sebagai berikut:

Gambar 3. 17 Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS)

Gambar 3. 18 Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan DPS

h). Sinkronisasi Data Pemilih Pasca Tanggapan Masyarakat Terhadap Dps Pemilu
2024
Masukan dan tanggapan dapat disampaikan apabila DPS yang telah dirilis terdapat

kesalahan data pemilih, pemilih yang belum terdaftar, atau perubahan status

pemilih. Kegiatan ini dilaksanakan untuk memeriksa dan memastikan setiap

masukan dan tanggapan dari masyarakat terhadap DPS Pemilu 2024 apabila

terdapat kesalahan data pemilih, pemilih yang belum terdaftar, atau perubahan



57 | Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat KPU Kota Sawahlunto 2023

status pemilih. Perubahan status pemilih bisa dari yang memenuhi syarat (MS).

Kegiatan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023.

Gambar 3. 19 Sinkronisasi DPS Pasca Tanggapan Masyarakat

i). Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Dan Penetapan Daftar Pemilih Sementara
Hasil Perbaikan (DPSHP)
KPU Kota Sawahlunto melakukan rapat pleno terbuka untuk rekapitulasi dan

menetapkan DPSHP yang kemudian dituangkan ke dalam formulir Model A-Rekap

Kab/Kota. Rapat Pleno terbuka ini dihadiri oleh PPK, Pimpinan Partai Politik,

Bawaslu dan Stakeholder terkait. Hasil rapat pleno terbuka tersebut dituangkan ke

dalam Berita Acara rekapitulasi hasil Pemutakhiran dan membuat keputusan

penetapan DPSHP di tingkat kabupaten/kota. Pada tanggal 12 Mei 2023 dengan

hasil:

Gambar 3. 20 Rekapitulasi Hasil Perbaikan Daftar Pemilih Sementara (DPS)
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Gambar 3. 21 Rapat Pleno Terbuka DPSHP

j). Rapat Koordinasi Dengan PPK Pemilu 2024 Dalam Rangka Tindak Lanjut Hasil,
Koordinasi Dengan KPU Provinsi Sumatera Barat serta Penyusunan DPSHP
Akhir
Sehubungan dengan pengumuman masukan dan tanggapan masyarakat terhadap

DPSHP Pemilu 2024 yang dimulai dari tanggal 17 Mei sampai dengan Tanggal 23

Mei 2024, bila ada masyarakat Kota Sawahlunto menemukan dan melaporrkan

data dari diri sendiri, sanak saudara, atau tetangga yang belum masuk daftar

pemilih pemilu supaya bisa segera di input oleh PPS, PPK, atau KPU dengan data

dukungnya sebelum penetapan DPT agar bisa dimasukan datanya. Kegiatan ini

dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 16 Mei 2023.
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Gambar 3. 22 Rapat Koordinasi dengan PPK

k). Pleno Penetapan DPT
Pada tanggal 21 Juni 2023 KPU Kota Sawahlunto melakukan Rapat Pleno Terbuka

penetapan DPT yang bertempat di Hotel Cahaya Talawi Sawahlunto. Rapat Pleno

ini dihadiri oleh PPK, Pimpinan Partai Politik, Bawaslu dan Stakeholder terkait.

Adapun hasil rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kota Sawahlunto adalah

sebagai berikut:

Gambar 3. 23 Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kota Sawahlunto
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Gambar 3. 24 Rapat Pleno Terbuka Daftar Pemilih Tetap (DPT)

C. Penyusunan DPTB
Berdasarkan Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar

Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data

Pemilih sebagaimana telah diubah pada Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2023

tentang Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan

Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi

Data Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum nomor 27 tahun 2023

tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Pemilih dalam Negeri pada Pemilihan

Umum, maka PPS, PPK, KPU/KIP Kabupaten/Kota dan PPLN akan melaksanakan

tahapan penyusunan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) dan memperhatikan

Putusan MK Nomor 20/PUU-XVI/2019.

DPTb adalah suatu daftar pemilih yang berisikan daftar pemilih yang terdaftar

dalam DPT di suatu TPS, namun karena keadaan tertentu pemilih tersebut tidak

dapat menggunakan haknya untuk memilih di TPS dimana yang bersangkutan

terdaftar dan akan memberikan suara di TPS lain.

a. Adapun persyaratan pindah memilih dapat mengurus dokumen pindah memilih

selambat-lambatnya 30 hari sebelum pemungutan suara, yaitu 15 Januri 2024

dengan keadaan tertentu sebagai berikut:

1. Menjalankan tugas di tempat lain pada hari pemungutan suara;
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2. Menjalani rawat inap di fasilitas pelayanan kesehatan dan keluarga yang

mendampingi;

3. Penyandang disabilitas yang menjalani perawatan di panti sosial atau panti

rehabilitasi;

4. Menjalani rehabilitasi narkoba;

5. Menjadi tahanan di rumah tahanan atau lembaga permasyarakatan, atau

terpidana yang sedang menjalani hukuman penjara atau kurungan;

6. Tugas belajar/menempuh pendidikan menengah atau tinggi;

7. Pindah domisili;

8. Tertimpa bencana alam; dan/atau

9. Bekerja di luar domisilinya.

b. Setelah tanggal 15 Januari 2024 hingga selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari

sebelum hari pemungutan suara, yaitu tanggal 7 Februari 2024 pemilih dapat

pindah memilih sebagaimana diatur dalam Putusan MK Nomor 20/PUU-

XVII/2019 dengan keadaan tertentu sebagai berikut:

1. Pemilih yang sakit;

2. Pemilih yang tertimpa bencana;

3. Pemilih yang menjadi tahanan;

4. Pemilih yang menjalankan tugas saat pemungutan suara.

Dalam memberikan pelayanan Pindah Memilih Pemilu Tahun 2024, KPU

membertikan Sosialisasi dan Posko Pelayanan, sebagai berikut:

a. Posko Layanan Pindah Memilih Pemilu Tahun 2024

Pemilih yang akan melakukan pindah memilih dapat langsung datang ke KPU,

PPK dan PPS pada daerah asal atau daerah tujuan.
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Gambar 3. 25 Posko Layanan Pindah Memilih

Posko Layanan Pindah Memilih

b. Sosialisasi Layanan PindahMemilih

KPU Kota sawahlunto secara kontinuitas melaksanakan sosialisasi layanan

pindah memilih melalui:

1) Media Sosial/ Selebaran/ Spanduk

Gambar 3. 26 Banner Layanan Pindah Memilih
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Gambar 3. 27 Banner Layanan Pindah Memilih

c. Sosialisasi layanan pindah memilih kepada masyarakat/ stakeholder/ Dinas

Instansi/BUMN/D, Instansi Vertikal/ Perusahan

Gambar 3.22
Sosialisasi Layanan Pindah Memilih kepada masyarakat/stakeholder
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Gambar 3. 28 Sosialisasi Layanan Pindah Memilih pada Masyarakat dan Stakeholder

KPU Kota Sawahlunto menyusun laporan rekapitulasi DPTb pada setiap bulannya

hingga tanggal 7 Februari 2024. Sampai bulan Desember ini 2023 telah dilakukan

proses penyusunan DPTb dengan rincian sebagai berikut:

Gambar 3. 29 Rekapitulasi Daftar Pemilih Tambahan per Desember 2023
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Gambar 3. 30 Pleno Penetapan Daftar Pemilih Tambahan setiap bulan

3. Terwujudnya tahapan Pemilu/ Pemilihan sesuai jadwal
Tabel 3. 11 Terwujudnya tahapan Pemilu/ Pemilihan sesuai jadwal

No Indikator
Kinerja

Target Realisasi %
Capa
ian

3 Terwujudnya tahapan Pemilu/

Pemilihan sesuai jadwal

Persentase KPU

yang

menyelenggarakan

Pemilu/Pemilihan

sesuai dengan

jadwal

1

Laporan

100%

Uraian evaluasi dan analisis capaian dari sasaran kegiatan yang

dilaksanakan oleh KPU Kota Sawahlunto selama tahun 2023, yang ketiga
adalah terwujudnya tahapan Pemilu/Pemilihan sesuai jadwal, dengan uraian

sebagai berikut:

Berdasarkan Pasal 3 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun

2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun

2024, tahapan penyelenggaraan Pemilu meliputi :

a.Perencanaan program dan anggaran serta penyusunan peraturan pelaksanaan

penyelenggaraan Pemilu;

b.Pemutakhiran data Pemilih dan penyusunan daftar Pemilih;
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c.Pendaftaran dan verifikasi Peserta Pemilu;

d.Penetapan Peserta Pemilu;

e.Penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan;

f. pencalonan Presiden dan Wakil Presiden serta anggota DPR, DPD, DPRD

provinsi, dan DPRD kabupaten/kota;

g.masa Kampanye Pemilu;

h.Masa Tenang;

i. pemungutan dan penghitungan suara;

j. penetapan hasil Pemilu; dan

k.pengucapan sumpah/janji Presiden dan Wakil Presiden serta anggota DPR,

DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota.

Selanjutnya uraian evaluasi dan analisis capaian dari sasaran kegiatan

yang dilaksanakan oleh KPU Kota Sawahlunto yang ketiga, sepanjang tahun

2023 telah melaksanakan tahapan Pemilu 2024 antara lain :

a). Perencanaan dan Penganggaran Pemilu, Pelaksanaan Rencana dan
Anggaran Pemilu
Perencanaan dan Penganggaran Pemilu, Pelaksanaan Rencana dan

Anggaran Pemilu dimulai melalui Revisi Renstra 2020 -2024 yang didasari oleh

hasil Laporan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor LAP-

192/E/12/2022 tentang Laporan Hasil Evaluasi Atas Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah Tahun 2022 pada KPU Kota Sawahlunto. Pada proses

perencanaan anggaran tidak pernah lepas dari revisi anggaran. Revisi

Anggaran adalah perubahan RKA berupa penyesuaian rincian anggaran dan/

atau informasi Kinerja yang telah ditetapkan berdasarkan UndangUndang

mengenai APBN, termasuk revisi atas DIPA yang telah disahkan pada tahun

anggaran berkenaan.1 Pada prinsipnya terdapat dua jenis revisi yang bisa

dilaksanakan satker yaitu Revisi DIPA yang bisa diproses melalui Kanwil DJPb,

dan Revisi POK yang bisa dilaksanakan mandiri oleh satker. Sepanjang tahun

2023 untuk dukungan kegiatan tahapan Pemilu Tahun 2024 telah

1 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi
dan Pelaporan Keuangan, Pasal 1 Angka 91
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dilaksanakan Revisi DIPA sejumlah 27 kali. Beberapa alasan dasar

dilaksanakannya revisi tersebut adalah:

1) Antisipasi terhadap perubahan kondisi dan prioritas kebutuhan;

2) Mempercepat pencapaian kinerja K/L;

3) Meningkatkan efektivitas, kualitas belanja, dan optimalisasi penggunaan

yang terbatas

Revisi DIPA ini terjadi karena terdapat penambahan belanja dan perlunya

dilakukan pemutakhiran terhadap POK KPU Kota Sawahlunto. Beberapa

mekanisme revisi DIPA yang pernah dilaksanakan dalam 2023 adalah sebagai

berikut:

Revisi dalam rangka Pagu Anggaran Tetap lainnya

1) Pencantuman/Perubahan Rencana Penarikan Dana atau Perkiraan

Penerimaan dalam Halaman III DIPA;

2) Pemutakhiran Data Hasil Revisi POK;

3) Pergeseran anggaran dalam 1 (satu) program dalam 1 (satu) wilayah kerja

Direktorat Jenderal Perbendaharaan dalam rangka pemenuhan belanja gaji

minus Satker KPU Kota Sawahlunto;

4) Revisi Dalam Rangka Pagu Anggaran Berubah.

Rincian history revisi DIPA KPU Kota Sawahlunto bisa dilihat dalam tabel

berikut:

Tabel 3. 12 History Revisi DIPA KPU Kota Sawahlunto

Revisi Tanggal Digital Stamp Pagu
0 17/11/2022 4718 2287 3434 5737 Rp 6.189.049.000

1 24/02/2023 0441 0161 8411 7405 Rp 6.368.889.000

2 15/05/2023 5746 5358 1068 9027 Rp 6.460.071.000

3 07/06/2023 5746 5358 1068 9027 Rp 6.460.071.000

4 14/06/2023 3054 5880 6780 9524 Rp 8.407.371.000

5 21/07/2023 8374 8690 0330 8358 Rp 8.693.605.000

6 18/08/2023 8374 8690 0330 8358 Rp 8.693.605.000

7 06/09/2023 6392 7179 6336 0300 Rp 9.228.990.000
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Revisi Tanggal Digital Stamp Pagu
8 12/09/2023 6392 7179 6336 0300 Rp 9.228.990.000

9 19/09/2023 6392 7179 6336 0300 Rp 9.228.990.000

10 14/11/2023 8482 2710 3606 8823 Rp 10.661.956.000

11 23/11/2023 9051 8853 6687 2093 Rp 10.661.956.000

12 29/11/2023 1140 6101 7883 6452 Rp 10.661.956.000

13 01/12/2023 1140 6101 7883 6452 Rp 10.661.956.000

14 28/12/2023 1140 6101 7883 6452 Rp 10.661.956.000

15 29/23/2023 4570 0009 0705 0864 Rp 10.675.389.000

Revisi POK yang telah dilaksanakan oleh KPU Kota Sawahlunto sebanyak 27 kali.

Pada tanggal 28 Desember 2023 dilaksanakan POK terakhir, dikarenakan

mendekati batas pemutakhiran DIPA untuk triwulan keempat 2023.

b). Sosialisasi Tahapan
Dalam mensosialisasikan tahapan pemilu 2024 kepada masyarakat ada

beberapa kegiatan yang dilakukan oleh KPU Kota Sawahlunto antara lain :

Tabel 3. 13 Kegiatan Sosialisasi untuk Pemilu Tahun 2024

No Kegiatan Jadwal
1. Pembuatan Bahan Sosialisasi Pemilu 2024

berupa kalender Tahun 2023 dan pembuatan

Imsyakiyah Ramadahan 1444H

Desember 2023

2. Melaksananan kegiatan Peluncuran Kirab Pemilu

Tahun 2024

14 Februari 2023

3. Melaksanakan Sosialisasi Tahapan Penyusunan

Daftar Pemilih Pemilu Tahun 2024.

9 Maret 2023

4. Melaksanakan Sosialisasi dan Evaluasi Tahapan

Penyusunan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi.

6 April 2023

5.2. Sosialisasi Tahapan Pemilu Tahun 2024 kepada

Media/Pers se Kota Sawahlunto

6 April 2023
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No Kegiatan Jadwal
6. Sosialisasi Tahapan Pencalonan Anggota DPRD

Kota Sawahlunto

18 April 2023

7. Sosialisasi Tahapan dan Tanggapan Masyarakat

Terhadap DPSHP Pemilu 2024 melalui radio

18 s.d 23 Mei 2003

8. Sosialisasi Pendidikan Pemilih di SMK 1

Sawahlunto

22 Mei 2023

9. Sosialisasi melalui kegiatan Tour Democracy 27 Juni 2023

10. Pelaksanaan KIRAB Pemilu Tahun 2024 di Kota

Sawahlunto

3 s.d 11 Juli 2023

11. Sosialisasi Pengumuman Daftar Calon Sementara

(DCS) melalui media masa dan media elektronik

dan Media Sosial KPU Kota Sawahlunto

19 s.d 23 Agustus

2023

12. Sosialisasi Layanan Pindah Memilih (DPTb) pada

Pemilu 2024

Agustus s.d

September 2023

13. Sosialisasi Pemilu 2024 Pada Kegiatan Buru Hama

Wisata

27 Agustus 2023

14. KPU Go To School, Sosialisasi kepada Pemilih

Pemula yang dilakukan pada SLTA sederajat se-

Kota Sawahlunto

Agustus s.d

September 2023

16. Sosialisasi Pemilu Tahun 2024 untuk segmen

Disabilitas Tuna Rugu melaui Audio Visual.

Ditayangkan pada

website, media soasial

dan Audio Visual KPU

Kota Sawahlunto

17. Nonton Bareng Film "Kejarlah Janji" Dalam Rangka

Memperingati Hari Sumpah Pemuda

28 Oktober 2023
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Gambar 3.24
Kegiatan Sosialisasi untuk Pemilu Tahun 2024
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Gambar 3. 31 Kegiatan Tahapan Sosialisai
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Tabel 3. 14 Perbandingan Kegiatan Sosialisasi untuk Pemilu Tahun 2024

c.Pembentukan Badan Adhoc
a). Penetapan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK)

Sebagaimana yang telah diatur dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum

Nomor 476 Tahun 2022 dan perubahannya, bahwa jadwal pembentukan Panitia

Pemilihan Kecamatan (PPK) adalah sebagai berikut :

Tabel 3. 15 Jadwal Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK)

No Tahapan Jadwal
1 Pengumuman Pendaftaran 20-24 November 2022

2 Penerimaan Pendaftaran 20-29 November 2022

3 Penelitian Administrasi 21 November – 1 Desember

2022

4 Pengumuman Hasil Penelitian Administrasi 2-4 Desember 2022

5 Seleksi Tertulis 5-7 Desember 2022

6 Pengumuman Hasil Seleksi Tertulis 8-10 Desember 2022

7 Tanggapan dan Masukan Masyarakat 2-10 Desember 2022

8 Seleksi Wawancara 11-13 Desember 2022

9 Pengumuman Hasil Seleksi Wawancara 14-16 Desember 2022

10 Penetapan 16 Desember 2022

11 Pelantikan 4 Januari 2023

Masa Kerja PPK : 4 Januari 2023 – 4 April 2024.

KPU Kota Sawahlunto menetapkan 20 orang terpilih dengan Surat

Keputusan KPU Kota Sawahlunto Nomor 31 Tahun 2022 tentang Penetapan dan

Pengangkatan Panitia Pemilihan Kecamatan pada KPU Kota Sawahlunto untuk

Pemilihan Umum Tahun 2024. PPK terpilih dilaksanakan pelantikan serta

bimbingan teknis anggota PPK pemilu 2024 pada tanggal 4 Januari 2023 di Khas

Target 2023 Realisasi 2022 Realisasi 2023

100 % 100 % 100 %
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Ombilin Hotel Sawahlunto pada pukul 08.00 WIB s.d 16.00 WIB. Pelaksanaan

pelantikan anggota PPK ditandai dengan pengucapan sumpah dan

penandatangan Berita Acara, Pengambilan Sumpah dipimpin oleh Ketua KPU

Kota Sawahlunto serta Rohaniwan sekaligus pembacaan dan penandatanganan

pakta integritas anggota PPK Pemilu 2024. PPK terpilih melakukan Rapat Pleno

untuk penetapan Ketua PPK di masing-masing Kecamatan. Penetapan Ketua

PPK tersebut disahkan dengan Keputusan Ketua KPU Kota Sawahlunto Nomor 6

Tahun 2023.

Gambar 3. 32 Pelantikan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK)
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Bagan 3. 3 Klasifikasi 20 orang PPK terpilih berdasarkan Jenis Kelamin

Bagan 3. 4 Klasifikasi 20 orang PPK terpilih berdasarkan Jenis Pekerjaan

Bagan 3. 5 Klasifikasi 20 orang PPK terpilih berdasarkan Jenis Pendidikan
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Bagan 3. 6 Klasifikasi 20 orang PPK terpilih berdasarkan Rentang Usia

b). Pembentukan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK)
Anggota PPK dalam melaksanakan tugas dibantu oleh sekretariat PPK yang

terdiri dari 1 orang yang menjabat sekretaris dan 2 orang yang menjabat sebagai

sekretariat PPK. pembentukan Sekretariat PPK dilakukan setelah pengangkatan PPK

terhitung sejak pengambilan sumpah/janji PPK sampai dengan paling lambat 7 hari

setelah pengambilan sumpah/janji PPK.

Setelah menerima usulan nama sekretariat PPK dari masing-masing PPK,

KPU Kota Sawahlunto menyampaikan Surat Pengusulan Nama Sekretaris dan Staf

Sekretariat PPK Pemilu Tahun 2024 kepada Walikota Sawahlunto melalui Surat

Nomor 015/PP.04.1-SD/1373/2023 Tanggal 5 Januari 2023. KPU Kota Sawahlunto

menerima balasan dalam bentuk Keputusan Walikota Sawahlunto Nomor

824/09/BKPSDM-SWL/2023 tentang Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat

Panitia Pemilihan Kecamatan Pemilu Tahun 2024.

Berdasarkan keputusan Walikota terkait Penetapan Sekretaris dan Staf

Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Pemilu Tahun 2024, KPU Kota Sawahlunto

menetapkan nama-nama tersebut melalui keputusan KPU Kota Sawahlunto 01 Tahun

2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Kota Sawahluno

untuk Pemilu Tahun 2024.

Sebanyak 12 orang Sekretariat PPK se-Kota Sawahlunto ditetapkan dengan

Penandatangan Pakta Integritas Sekretariat PPK Pemilu 2024 pada tanggal 11

Januari 2023 pukul 08.00 WIB s.d 15.00 WIB bertempat di Khas Ombilin Hotel KPU

Kota Sawahlunto. Setelah penetapan, sekretariat PPK mengikuti Bimbingan Teknis
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Tata Kerja. Adapun yang menjadi narasumber dalam kegiatan ini adalah Sekda Kota

Sawahlunto, Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Parmas dan SDM serta

Sekretaris KPU Kota Sawahlunto.

Gambar 3. 33 Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat PPK Pemilu Tahun 2024

c). Panitia Pemungutan Suara (PPS)
Keputusan KPU Nomor 534 Tahun 2022 tentang Perubahan Keputusan

Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis

Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil

Walikota, sehingga terjadi perubahan jadwal pembentukan Panitia Pemungutan

Suara (PPS) adalah sebagai berikut :
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Tabel 3. 16 Tahapan pembentukan Badan Adhoc PPS

No Tahapan Jadwal Dasar
1 Pengumuman Pendaftaran 18-22 Desember

2022

pengumuman

Nomor

439/PP.04.1-

Pu/1373/2022

tanggal 23

Desember 2022

2 Penerimaan Pendaftaran 18-27 Desember

2022

3 Penelitian Administrasi 19-29 Desember

2022

4 Pengumuman Hasil Penelitian

Administrasi

30 Desember

2022 - 1 Januari

2023

Berita Acara

Nomor

001/PK.01-

BA/1373/2023

dan

Pengumuman

Nomor

009/PP.04.1-

Pu/1373 pada

tanggal 3 Januari

2023

5 Seleksi Tertulis 2-4 Januari 2023

6 Pengumuman Hasil Seleksi

Tertulis

5-7 Januari 2023 Pengumuman

Nomor

028/PP.04.1-

Pu/2023 pada

tanggal 12

Janauari 2023

7 Tanggapan dan Masukan

Masyarakat

30 Desember

2022 - 7 Januari

2023

8 Seleksi Wawancara 8-10 Januari

2023

9 Pengumuman Hasil Seleksi

Wawancara

11-13 Januari

2023

Pengumuman

Nomor

034/PP.04.1-

Pu/1373/2023
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No Tahapan Jadwal Dasar
pada tanggal 18

Januari 2023

10 Penetapan 13 Januari 2023 Nomor

043/PP.04.1-

Pu/1373/2023

pada tanggal 20

Januari 2023

11 Pelantikan 17 Januari 2023

Masa Kerja PPS : 17 Januari 2023 – 4 April 2024.

Pelantikan dilaksanakan pada tahun 2023. Pendaftaran calon anggota

badan adhoc (PPK) untuk Pemilihan Umum tahun 2024 yang telah melakukan

pendaftaran melalui aplikasi SIAKBA dengan rincian :

Tabel 3. 17 Jumlah pendaftar untuk Badan Adhoc PPS

Kecamatan/Desa

/Kelurahan

Mengisi

Biodata

Mengupload

Persyaratan

Mengirimkan

Berkas
Total

LEMBAH SEGAR 3 27 117 147
AUR MULIO 0 5 9 14
KUBANG SIRAKUK

UTARA

0 0 14 14

KUBANG S.

SELATAN

2 1 9 12

PASAR 0 0 8 8
TANAH LAPANG 1 4 10 15
AIA DINGIN 0 2 8 10
LUNTO TIMUR 0 2 12 14
LUNTO BARAT 0 3 16 19
KUBANG TANGAH 0 1 8 9
KUBANG UTARA

SIKABU

0 5 10 15

PASA KUBANG 0 4 13 17
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Kecamatan/Desa

/Kelurahan

Mengisi

Biodata

Mengupload

Persyaratan

Mengirimkan

Berkas
Total

BARANGIN 5 35 124 164
SARINGAN 1 3 13 17
LUBANG PANJANG 0 2 11 13
DURIAN I 0 3 11 14
DURIAN II 3 8 19 30
SANTUR 0 5 14 19
KOLOK MUDIAK 0 3 11 14
KOLOK NAN TUO 0 4 11 15
TALAGO GUNUNG 0 2 15 17
LUMINDAI 1 4 13 18
BALAI BATU

SANDARAN

0 1 6 7

SILUNGKANG 3 18 60 81
SILUNGKANG DUO 0 4 10 14
SILUNGKANG OSO 1 3 8 12
SILUNGKANG TIGO 0 1 13 14
MUARO KALABAN 1 7 18 26
TARATAK BONCAH 1 3 11 15
TALAWI 5 32 122 159
TALAWI HILIE 0 5 20 25
TALAWI MUDIAK 1 10 14 25
BUKIT GADANG 0 2 9 11
BATU TANJUNG 1 4 11 16
KUMBAYAU 0 4 15 19
TUMPUK TANGAH 0 1 8 9
DATAR MANSIANG 0 0 6 6
SIJANTANG KOTO 0 2 10 12
SALAK 1 2 11 14
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Kecamatan/Desa

/Kelurahan

Mengisi

Biodata

Mengupload

Persyaratan

Mengirimkan

Berkas
Total

SIKALANG 2 2 6 10
RANTIH 0 0 12 12
TOTAL 16 112 423 551

Penelitian administrasi dilakukan pada tanggal 19 Desember 2022 - 2

Januari 2023. Pelamar yang masuk ke tahap penelitian administrasi adalah

pelamar dengan status Mengirimkan Berkas, yaitu sebanyak 423 orang. Tahapan

pembentukan Pantia Pemungutan Suara (PPS) untuk Pemilu tahun 2024 dengan

jadwal sebagai berikut :
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Gambar 3. 34 Kegiatan Pembentukan Badan Adhoc PPS

KPU Kota Sawahlunto melakukan Rapat Pleno Penetapan PPS dengan

Berita Acara KPU Kota Sawahlunto Nomor 027/PK.01-BA/1373/2022 tanggal 19

Januari 2023 tentang Penetapan Anggota Panitia Pemungutan Suara pada

Pemilihan Umum Tahun 2024, KPU Kota Sawahlunto menetapkan 111 orang

terpilih sebagai anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Pemilu 2024 dan 110 orang

calon penganti anggota Panitia Pemungutan Suara Pemilu 2024. Pada hari yang

sama, KPU Kota Sawahlunto menerbitkan Surat Keputusan KPU Kota Sawahlunto

Nomor 07 Tahun 2023 tentang Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemungutan

Suara pada Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto untuk Pemilihan Umum

Tahun 2024.

Penetapan Anggota PPS untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 diumumkan

dengan Pengumuman Nomor 043/PP.04.1-Pu/1373/2023 pada tanggal 20 Januari

2023. Pelamar yang sudah ditetapkan, selanjutnya akan melaksanakan pelantikan.

Pelantikan serta bimbingan teknis anggota PPS pemilu 2024 pada tanggal 24

Januari 2023 di Aula BDTBT Sawahlunto pada pukul 08.00 WIB s.d 15.30 WIB.

Pelaksanaan pelantikan anggota PPS ditandai dengan pengucapan sumpah dan

penandatangan Berita Acara, Pengambilan Sumpah dipimpin oleh Ketua KPU Kota

Sawahlunto serta Rohaniwan sekaligus pembacaan dan penandatanganan pakta

integritas anggota PPS Pemilu 2024. Walikota Sawahlunto juga berkenan hadir

dalam acara pelantikan ini.

Setelah pelantikan, PPS akan mengikuti Bimbingan Teknis Tata Kerja.

Seluruh komisioner menjadi narasumber dalam kegiatan ini. Namun sebelum
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pelaksanana Bimtek tersebut, PPS terpilih melakukan Rapat Pleno untuk

penetapan Ketua PPS di masing-masing Kecamatan. Penetapan Ketua PPS

tersebut disahkan dengan Keputusan Ketua KPU Kota Sawahlunto Nomor 8 Tahun

2023.

Gambar 3. 35 Kegiatan Pelantikan Panitia Pemungutan Suara

d). Pembentukan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS)
Anggota PPS dalam melaksanakan tugas dibantu oleh sekretariat PPS

yang terdiri dari 1 orang yang menjabat sekretaris dan 2 orang yang menjabat

sebagai staf sekretariat PPS. Pembentukan Sekretariat PPS dilakukan setelah

pengangkatan PPS terhitung sejak pengambilan sumpah/janji PPS sampai dengan

paling lambat 7 hari setelah pengambilan sumpah/janji PPS.

Setelah menerima usulan nama sekretariat PPS dari masing-masing PPS,

KPU Kota Sawahlunto menyampaikan Surat Pengusulan Nama Sekretaris dan Staf

Sekretariat PPS Pemilu Tahun 2024 kepada Kepala Desa/Lurah melalui Surat

Nomor 048/PP.04.1-SD/1373/2023 Tanggal 24 Januari 2023. KPU Kota

Sawahlunto menerima balasan dalam bentuk Keputusan Kepala Desa/Lurah
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tentang Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara

Pemilu Tahun 2024 pada masing-masing Desa/Kelurahan.

Berdasarkan Keputusan Kepala Desa / Lurah terkait Penetapan Sekretaris

dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Pemilu Tahun 2024, KPU Kota

Sawahlunto menetapkan nama-nama tersebut melalui Keputusan KPU Kota

Sawahlunto Nomor 09 Tahun 2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia

Pemungutan Suara Kota Sawahlunto untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

Sebanyak 111 orang Sekretariat PPS se-Kota Sawahlunto ditetapkan

dengan Penandatangan Pakta Integritas Sekretariat PPS Pemilu 2024 pada

tanggal 31 Januari 2023 pada pukul 08.00 WIB s/d 16.00 WIB di Aula BDTBT

Sawahlunto. Setelah penetapan, sekretariat PPS mengikuti Bimbingan Teknis Tata

Kerja. Adapun yang menjadi narasumber dalam kegiatan ini adalah Sekda Kota

Sawahlunto, Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Parmas dan SDM serta

Sekretaris KPU Kota Sawahlunto.

Gambar 3. 36 Penandatangan Pakta Integritas Sekretariat PPS

d. Tahapan Pencalonan Pemilu Tahun 2024 di Kota Sawahlunto
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Tabel 3. 18 Kegiatan Pencalonan Pemilu Tahun 2024 di Kota Sawahlunto

No Nama Tahapan Awal Akhir

1 Pengumuman Pengajuan

Bakal Calon

24 April 2023 30 April 2023

2 Pengajuan Bakal Calon 01 Mei 2023 14 Mei 2023

3 Verifikasi Administrasi

Dokumen Persyaratan Bakal

Calon

15 Mei 2023 23 Juni 2023

4 Pengajuan Perbaikan

Dokumen Persyaratan Bakal

Calon

25 Juni 2023 09 Juli 2023

5 Verifikasi Administrasi

Perbaikan Dokumen

Persyaratan Bakal Calon

10 Juli 2023 06 Agustus 2023

6 Klarifikasi Kegandaan Bakal

Calon oleh Partai Politik

17 Juli 2023 20 Juli 2023

7 Penyampaian Hasil Klarifikasi

Kegandaan kepada KPU, KPU

Provinsi dan KPU

Kabupaten/Kota

18 Juli 2023 26 Juli 2023

8 Pencermatan Rancangan

DCS

06 Agustus 2023 11 Agustus 2023

9 Penyusunan dan Penetapan

DCS

13 Agustus 2023 18 Agustus 2023

10 Klarifikasi Kegandaan Bakal

Calon Pasca Pencermatan

DCS

13 Agustus 2023 14 Agustus 2023

11 Pengumuman DCS 19 Agustus 2023 23 Agustus 2023

12 Masukan dan Tanggapan 19 Agustus 2023 28 Agustus 2023
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No Nama Tahapan Awal Akhir

Masyarakat atas DCS

13 Klarifikasi kegandaan

perubahan DCS tindak lanjut

sengketa

29 Agustus 2023 31 Agustus 2023

14 Permintaan Klarifikasi kepada

Partai Politik atas Masukan

dan Tanggapan Masyarakat

Terhadap DCS

29 Agustus 2023 31 Agustus 2023

15 Penyampaian Hasil Klarifikasi

oleh Partai Politik Peserta

Pemilu kepada KPU, KPU

Provinsi dan KPU

Kabupaten/Kota

01 September

2023

07 September

2023

16 Pemberitahuan Penggantian

DCS Anggota DPR, DPRD

Provinsi dan DPRD

Kabupaten/Kota kepada Partai

Politik Peserta Pemilu

11 September

2023

13 September

2023

17 Pengajuan Pengganti Calon

Sementara Anggota DPR,

DPRD Provinsi dan DPRD

Kabupaten/Kota Pasca

Masukan dan Tanggapan

Masyarakat atas DCS

14 September

2023

20 September

2023

18 Klarifikasi kegandaan

penggantian DCS

21 September

2023

22 September

2023

19 Verifikasi atas Pengajuan

Pengganti Calon Sementara

Anggota DPR, DPRD Provinsi

dan DPRD Kabupaten/Kota

21 September

2023

23 September

2023
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No Nama Tahapan Awal Akhir

Pasca Masukan dan

Tanggapan Masyarakat atas

DCS

20 Pencermatan Rancangan DCT 24 September

2023

03 Oktober 2023

21 Klarifikasi kegandaan

pencermatan DCT

04 Oktober 2023 18 Oktober 2023

22 Penyusunan dan Penetapan

DCT

04 Oktober 2023 03 November

2023

23 Pengumuman DCT 04 November 2023 06 November

2023

a). Pengumuman Pengajuan Pendaftaran Bakal Calon
Pengumuman pendaftaran calon Anggota DPRD Kota Sawahlunto dimulai pada

tanggal 1 s.d. 14 Mei 2023. Pengumuman dilakukan melalui website, media sosial

dan Papan Pengumuman KPU Kota Sawahlunto.



87 | Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat KPU Kota Sawahlunto 2023

Gambar 3. 37 Pengumuman Pendaftaran Calon Anggota DPRD Kota Sawahlunto
Pemilu Tahun 2024

b). Pengajuan Bakal Calon
Pengajuan Daftar Bakal Calon dimulai pada tanggal 1 s.d 14 Mei 2023. Setelah

KPU RI menetapkan 18 (delapan belas) Partai Nasional.

Tabel 3. 19 Rekapitulasi Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kota Sawahlunto
Pemilu Tahun 2024

No Nama Partai

Tanggal

Pengajuan Daftar

Calon

Waktu Status

1 Partai Demokrasi

Indonesia Perjuangan

11 Mei 2023 11:33 Wib Diterima

2 Partai Ummat 12 Mei 2023 10:35 Wib Diterima

3 Partai Amanat

Nasional

12 Mei 2023 15:24 Wib Diterima

4 Partai Golongan

Karya

13 Mei 2023 11:20 Wib Diterima

5 Partai Keadilan

Sejahtera

13 Mei 2023 09:22 Wib Diterima

6 Partai Nasdem 13 Mei 2023 12:18 Wib Diterima

7 Partai Kebangkitan

Bangsa

13 Mei 2023 13:51 Wib Diterima

8 Partai Gerakan 14 Mei 2023 10:09 Wib Diterima
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No Nama Partai

Tanggal

Pengajuan Daftar

Calon

Waktu Status

Indonesia Raya

9 Partai Persatuan

Pembangunan

14 Mei 2023 11:02 Wib Diterima

10 Partai Solidaritas

Indonesia

14 Mei 2023 12:34 Wib Diterima

11 Partai Demokrat 14 Mei 2023 13:55 Wib Diterima

12 Partai Bulan Bintang 14 Mei 2023 14:29 Wib Diterima

13 Partai Hati Nurani

Rakyat

14 Mei 2023 23:25 Wib Diterima

14 Partai Buruh 14 Mei 2023 23:37 Wib Dikembalikan

Gambar 3. 38 Kegiatan Penerimaan Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kota
Sawahlunto Pemilu Tahun 2024

Selama masa pendaftaran berlangsung, terbit beberapa surat dinas dari

KPU RI sebagai berikut:

1. Surat Dinas Nomor 449/PL.01.4-SD/2023 tanggal 6 Mei 2023 Perihal

Penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) untuk persyaratan

Pengajuan Bakal Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD

Kabupaten/Kota;
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2. Surat Dinas KPU RI berikutnya nomor 476/PL.01.4-SD/05/2023 tanggal 13 Mei

2023 perihal Pengajuan Bakal calon anggota DPRD Provinsi dan Kab/Kota

dalam hal terjadi kendala silon maka Perserta Pemilu bisa melakukan

pengajuan dokumen fisik/digital ke KPU dan apabila dokumen diterima Partai

Politik diberi waktu untuk mengunggah dokumen pengajuan paling lama 2x24

jam setelah dokumen diterima;

3. Surat Dinas KPU RI Nomor 495/PL.01.4-SD/05/2023 tanggal 17 Mei 2023

perihal pengajuan kembali bakal calon anggota DPRD Provinsi dan DPRD

Kab/Kota akibat kendala silon yang ditembuskan kepada Pimpinan Partai buruh,

Partai Kebangkitan Nusantara, Partai Garuda, Partai Perindo dan Partai

Ummat; dan

Surat Dinas KPU RI Nomor 496/PL.01.4-SD/05/2023 tanggal 17 Mei 2023 perihal

Pengajuan kembali Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi dan DPRD

Kabupaten/Kota akibat kendala Silon atau kendala lainnya dari Partai Gelombang

Rakyat Indonesia dan Partai Persatuan Pembangunan.

Tabel 3. 20 Rekapitulasi Penerimaan Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kota
Sawahlunto Pemilu Tahun 2024 Pasca Surat Dinas KPU RI

No Nama Partai
Tanggal Pengajuan

Daftar Calon
Waktu Status

1 Partai Buruh 18 Mei 2023 15.57 Wib Diterima

2 Partai Gelombang Rakyat

Indonesia

19 Mei 2023 14.50 Wib Diterima
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Gambar 3. 39 Kegiatan Penerimaan Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kota
Sawahlunto Pemilu Tahun 2024 Pasca Surat Dinas KPU RI

c). Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon
Berdasarkan Keputusan KPU RI Nomor 403 Tahun 2023 tentang Pedoman

Teknis Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah Kabupaten/Kota disebutkan bahwa KPU, KPU Provinsi dan KPU

Kabupaten/Kota melakukan penelitian kebenaran naskah bentuk digital

dokumen persyaratan administrasi Bakal Calon dengan ketentuan dokumen

sebagaimana yang terdapat pada BAB II Pelaksanaan Tahapan Verifikasi

Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan

Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi

Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Verifikasi administrasi berlangsung sejak tanggal 22 Mei s.d 23 Juni 2023

meski di jadwal tahapan verifikasi ini dimulai pada tanggal 15 Mei s.d 23 Juni

2023 karena terjadi masa perpanjangan Pengajuan Daftar Bakal Calon

diperpanjang. Dalam pelaksanaan verifikasi adminitrasi dokumen persyaratan

Bakal Calon, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota melalui SILON dan

dilanjutkan penelitian kegandaan. Dalam hal terdapat keraguan terhadap

dokumen persyaratan Bakal Calon, KPU, KPU Provinsi, dan KPU
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Kabupaten/Kota dapat melakukan klarifikasi kepada instansi yang berwenang

apabila diperlukan pada masa Verifikasi Administrasi dan membuat Berita

Acara Hasil Klarifikasi yang disampaikan kepada ketua dan anggota KPU

sesuai tingkatannya untuk menentukan status dokumen dimaksud memenuhi

syarat atau belum memenuhi syarat.

Gambar 3. 40 Kegiatan Verifikasi Administrasi Dokumen Bakal Calon Anggota DPRD
Kota Sawahlunto dan Klarifikasi Kegandaan
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d). Penyampaian Hasil Verifikasi Kelengkapan Administrasi
Setelah verifikasi dokumen kelengkapan administrasi selesai dilakukan, KPU Kota

Sawahlunto berkewajiban menyampaikan hasil verifikasi tersebut kepada Parpol.

Melalui surat KPU Kota Sawahlunto Nomor 377/PL.01.4-Und/1373/2023 tanggal 22

Juni 2023 dengan mengundang Pimpinan dan Operator SILON Partai Politik.

Penyerahan kelengkapan tersebut dilaksanakan pada tanggal 24 Juni 2023 pukul

09.00 Wib s.d selesai.

Gambar 3. 41 Kegiatan Penyampaian Hasil Verifikasi Kelengkapan Administrasi

e). Pengajuan Perbaikan Dokumen Persyaratan Bakal Calon
Partai Politik melakukan perbaikan syarat bakal calon yang masih berstastus Belum

Memenuhi Syarat (BMS) atau mengganti calon sesuai dengan syarat yang

ditentukan dalam Keputusan KPU RI Nomor Nomor 352 Tahun 2023 tentang

Pedoman Teknis Pengajuan BakalCalon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat,

Dewan Perwakilan RakyatDaerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kabupaten/Kota.

Adapun daftar Partai Politik yang menyerahkan berkas perbaikan sejak tanggal 25

Juni s.d 09 Juli 2023 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :
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Tabel 3. 21 Rekapitulasi Pengajuan Perbaikan Bakal Calon Anggota DPRD Kota

Sawahlunto Pemilu Tahun 2024

No Nama Partai Tanggal Pengajuan

Daftar Calon

Waktu Status

1 Partai Persatuan

Pembangunan

9 Juli 2023 10:25 Wib Diterima

2 Partai Demokrasi Indonesia

Perjuangan

9 Juli 2023 12:23 Wib Diterima

3 Partai Golongan Karya 9 Juli 2023 15:07 Wib Diterima

4 Partai Ummat 15 Juli 2023 13:19 Wib Diterima

5 Partai Hati Nurani Rakyat 15 Juli 2023 12:39 Wib Diterima

6 Partai Gerakan Indonesia

Raya

16 Juli 2023 09:41 Wib Diterima

7 Partai Keadilan Sejahtera 16 Juli 2023 09.00 Wib Diterima

8 Partai Kebangkitan Bangsa 16 Juli 2023 09:20 Wib Diterima

9 Partai Amanat Nasional 16 Juli 2023 15:04 Wib Diterima

10 Partai Nasdem 16 Juli 2023 14:56 Wib Diterima

11 Partai Demokrat 16 Juli 2023 10:00 Wib Diterima
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Gambar 3. 42 Kegiatan Pengajuan Perbaikan Dokumen Persyaratan Bakal Calon

f). Verifikasi Administrasi Perbaikan Dokumen Persyaratan Bakal Calon
Periode Verifikasi ini berlangsung pada tanggal 10 Juli s.d 06 Agustus 2023.

Sebanyak 196 orang Bakal Calon yang didaftarkan oleh 11 Partai Politik. Setelah

dilakukan Verifikasi Administrasi 177 Bakal Calon Memenuhi Syarat dan 19 Tidak

Memenuhi Syarat.

Gambar 3. 43 Verifikasi Adminitrasi Perbaikan Dokumen Persyaratan BakalCalon

g). Pencermatan Rancangan DCS
Dalam pelaksaan Pencermatan Rancangan DCS ini Partai Politik bisa melakukan

penggantian Bakal Calon, No Urut, Perpindahan Dapil, dan Dokumen Persyaratan.

Adapun daftar Partai Politik yang menyerahkan berkas perbaikan sejak tanggal 06

s.d 11 Agustus 2023 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :
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Tabel 3. 22 Rekapitulasi Partai Politik yang menyerahkan berkas perbaikan

No Nama Partai Tanggal Pengajuan

Daftar Calon

Waktu Status

1 Partai Persatuan

Pembangunan

9 Agustus 2023 14:18 Wib Diterima

2 Partai Gerakan Indonesia

Raya

11 Agustus 2023 10:24 Wib Diterima

3 Partai Demokrasi

Indonesia Perjuangan

11 Agustus 2023 13:42 Wib Diterima

4 Partai Kebangkitan

Bangsa

11 Agustus 2023 14:33 Wib Diterima

5 Partai Nasdem 11 Agustus 2023 14:57 Wib Diterima

6 Partai Amanat Nasional 11 Agustus 2023 15:32 Wib Diterima

7 Partai Keadilan Sejahtera 11 Agustus 2023 14:33 Wib Diterima

8 Partai Ummat 11 Agustus 2023 20:36 Wib Diterima

9 Partai Demokrat 11 Agustus 2023 20:36 Wib Diterima

10 Partai Golongan Karya 11 Agustus 2023 22:44 Wib Diterima

Gambar 3. 44 Pengajuan Dokumen Bakal Calon pada masa Pencermatan Rancangan
DCS

h). Penyusunan Dan Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS)
KPU Kota Sawahlunto menyusun dan menetapkan Daftar Calon Sementara

(DCS) berdasarkan hasil verifikasi terhadap perbaikan daftar calon dan syarat
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Bakal Calon dengan jumlah 193 orang bakal Calon yang terdiri dari 123 laki-laki

dan 70 perempuan yang terdiri dari 11 Partai Politik dinyatakan memenuhi syarat

(MS) untuk dimasukkan ke dalam Daftar Calon Sementara (DCS) yang akan

ditetapkan KPU Sawahlunto pada tanggal 18 Agustus 2023 sesuai dengan Berita

Acara Nomor 249/PK.01-BA/1373/2023 tentang Penetapan Daftar Calon

Sementara Anggota DPRD Kota Sawahlunto dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

DCS ditetapkan melalui Surat Keputusan KPU Kota Sawahlunto Nomor 94 Tahun

2023 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kota

Sawahlunto Dalam Pemilu 2024 (SK terlampir).

i). Pengumuman Daftar Calon Sementara (DCS)
KPU Kota Sawahlunto mengumumkan Daftar Calon Sementara

(DCS) Anggota DPRD Kota Sawahlunto dan persentase keterwakilan

perempuan dalam Daftar Calon Sementara (DCS) dari tanggal 19 - 28

Agustus 2023 melalui iklan di media cetak, website dan media sosial KPU Kota

Sawahlunto. Selanjutnya Masyarakat bisa memberikan masukan dan tanggapan

terhadap DCS dengan cara sebagai berikut : Masukan dan tanggapan masyarakat

disampaikan secara tertulis, melalui website info Pemilu KPU Yaitu

https://infopemilu.kpu.go.id, Kantor KPU Kota Sawahlunto dengan alamat Jalan

Khatib Sulaiman No. 54 Desa Santur Kecamatan Barangin Kota Sawahlunto; dan

Email : kpusawahlunto@gmail.com

https://infopemilu.kpu.go.id
mailto:kpusawahlunto@gmail.com
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Gambar 3. 45 Pengumuman Daftar Calon Sementara (DCS)

k). Masukan Dan Tanggapan Masyarakat Terhadap Daftar Calon Sementara (DCS),
Permintaan Klarifikasi Atas Tanggapan Masyarakat Kepada Parpol,
Penyampaian Klarifikasi Parpol Kepada Kpu Serta Pemberitahuan Pengganti
DCS

Setelah DCS diumumkan KPU Kota Sawahlunto mendapat masukan dan

saran perbaikan dari Bawaslu Kota Sawahlunto dengan cara berkirim surat dengan

nomor : 290/PM 00.02/K.SB-18/08/2023 serta tanggapan dan masukan dari salah

satu masyarakat melalui infopemilu. Pada tanggal 28 Agustus 2023 KPU Kota

Sawahlunto menyampaikan surat dinas nomor :479/PL.01.4-SD/1373/2/2023

Perihal Pemberitahuan Klarifikasi kepada Pimpinan Partai Gerakan Indonesia Raya

Kota Sawahlunto untuk melakukan klarifikasi terhadap masukan dan tanggapan

sebagaimana dimaksud dan menyampaikan hasil klarifikasi melalui aplikasi SILON

dalam rentang waktu 1 s.d 7 September 2023.

l). Pengajuan Pengganti Calon Sementara Anggota DPRD Kabupaten/Kota Pasca
Masukan Dan Tanggapan Masyarakat Atas DCS

Pengajuan Pengganti Calon Sementara Anggota DPR, DPRD Provinsi dan

DPRD Kabupaten/Kota Pasca Masukan dan Tanggapan Masyarakat atas DCS

dimulai pada tanggal 14 s.d 20 September 2023. Tepat nya pada pukul 21:03 Wib

tanggal 20 September 2023 Partai Gerindra mengajukan Penggantian Calon

melalui aplikasi SILON dengan status pengajuan diterima.
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Gambar 3. 46 Penerimaan Pengajuan Pengganti Bakal Calon Pasca Masukan dan
Tanggapan Masyarakat

m). Verifikasi Atas Pengajuan Pengganti Calon Sementara Anggota DPRD
Kabupaten/Kota Pasca Masukan Dan Tanggapan Masyarakat Atas Dcs
Verifikasi Administrasi Pengganti Bakal Calon Sementara Anggota DPRD dari Partai

Gerindra Kota Sawahlunto Pasca Masukan Dan Tanggapan Masyarakat Atas DCS

setelah dilakukan verifikasi dinyatakan Benar/Memenuhi Syarat.

Gambar 3. 47 Verifikasi Adminitrasi Pengajuan Pengganti Calon Sementara

n). Pencermatan Rancangan DCT
Adapun daftar Partai Politik yang melakukan pengajuan pencermatan DCT

sejak tanggal 24 September s.d 3 Oktober 2023, sebagai berikut:

Tabel 3. 23 Rekapitulasi Partai Politik yang mengajukan pencermatan DCT

No Nama Partai
Tanggal Pengajuan

Daftar Calon
Waktu Status

1 Partai Golongan Karya 2 Oktober 2023 14:53 Wib Diterima

2 Partai Persatuan 2 Oktober 2023 15:07 Wib Diterima



99 | Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat KPU Kota Sawahlunto 2023

No Nama Partai
Tanggal Pengajuan

Daftar Calon
Waktu Status

Pembangunan

3 Partai Keadilan Sejahtera 3 Oktober 2023 09:49 Wib Diterima

4 Partai Kebangkitan Bangsa 3 Oktober 2023 10:35 Wib Diterima

5 Partai Nasdem 3 Oktober 2023 11:07 Wib Diterima

6 Partai Demokrasi Indonesia

Perjuangan

3 Oktober 2023 13:38 Wib Diterima

7 Partai Hati Nurani Rakyat 3 Oktober 2023 14:14 Wib Diterima

8 Partai Amanat Nasional 3 Oktober 2023 18:52 Wib Diterima

9 Partai Gerakan Indonesia

Raya

3 Oktober 2023 19:14 Wib Diterima

10 Partai Ummat 3 Oktober 2023 20:25 Wib Diterima

11 Partai Demokrat 3 Oktober 2023 23:07 Wib Diterima

Gambar 3. 48 Penerimaan Pengajuan pada masa Pencermatann Rancangan DCT

o). Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Dalam Masa
Pencermatan Rancangan DCT Dan Klarifikasi

KPU Kota Sawahlunto melakukan verifikasi administrasi pasca pengajuan

pencermatan rancangan DCT, pada saat verifikasi berlangsung ditemukan

dokumen yang diragukan kebenaran dan keabsahannya.
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Gambar 3. 49 Verifikasi Administrasi Dokumen pada masa Pencermatan

p). Penyusunan Dan Penetapan DCT
Berdasarkan hasil verifikasi pasca pencermatan rancangan DCT, KPU Kota

Sawahlunto menyusun dan menetapkan Daftar Calon Tetap (DCT) berdasarkan

hasil verifikasi sebanyak 191 orang bakal Calon yang terdiri dari 120 laki-laki dan

71 perempuan yang terdiri dari 11 Partai Politik dinyatakan memenuhi syarat (MS)

untuk dimasukkan ke dalam Daftar Calon Tetap (DCT) yang akan ditetapkan KPU

Sawahlunto pada tanggal 3 November 2023.

q). Pengumuman Daftar Calon Tetap (DCT)
KPU Kota Sawahlunto mengumumkan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD

Kota Sawahlunto melalui iklan di media cetak yaitu media padang ekspres serta

Media Sosial KPU Kota Sawahlunto.
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Gambar 3. 50 Pengumuman Daftar Calon Tetap

e. Pelaksanaan Kampanye
Tahapan Kampanye Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, DPD, DPRD

Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota untuk Pemilu tahun 2024 berlangsung sesuai

tahapan yang ditentukan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor

15 Tahun 2023, yaitu dimulai pada tanggal tanggal 28 November 2023 Sampai

dengan tanggal 10 Februari 2024 sementara Untuk Tahapan Dana Kampanye

berlangsung sesuai tahapan yang ditentukan dalam Peraturan Komisi Pemilihan

Umum (PKPU) Nomor 18 Tahun 2023, yaitu dimulai pada tanggal 13 November

2023 Sampai dengan tanggal 8 April 2024.

Tabel 3. 24 Jadwal Tahapan Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum
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Sebelum tahapan Kampanye dan Dana Kampanye dimulai, KPU RI, KPU Provinsi

dan KPU Kota Sawahlunto melaksanakan rangkaian persiapan kampanye sebagai

berikut:

a.Rapat Koordinasi dalam rangka Internalisasi Peraturan KPU Tentang Kampanye

dan Dana kampanye bersama KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dalam

rangka Internalisasi Peraturan KPU tentang Kampanye dan Dana Kampanye

Pemilu Tahun 2024 Gelombang I yang dilaksanakan tanggal 6-8 September 2023

yang bertempat di Novotel Tangerang Provinsi Banten. Rakor Gelombang I ini

diikuti oleh Divisi Sosdiklih, Parmas dan SDM Rony Yandri, Divisi Teknis

Penyelenggaraan Rika Arnelia serta Kasubbag Teknis/yang mewakili Ficky

Zulfiqar. Output dari kegiatan ini adalah supaya seluruh jajaran KPU memiliki

persepsi dan pemahaman yang sama mengenai aturan pada tahapan Kampanye

dan Dana Kampanye.

b.Rapat Penetapan Lokasi Kampanye dan Penempatan Alat Peraga Pemilu Tahun

2024 yang diadakan oleh Kesbangpol Kota Sawahlunto, Kamis, 05 Oktober 2023.

yang dihadiri juga oleh stakeholder terkait. Output dari kegiatan ini adalah

kesepakatan lokasi kampanye dan penempatan APK (Alat Peraga Kampanye)

Pemilu tahun 2024 yang dilarang di pasang untuk selanjutnya di tuangkan ke

dalam Surat Keputusan Walikota Sawahlunto.

c.Rapat Koordinasi Pembahasan Rancangan Lokasi Pemasangan Alat Peraga

Kampanye (APK) Pemilihan Umum Tahun 2024 dengan pihak Camat,

Desa/Kelurahan dan PPK yang ada di Kota Sawahlunto. Output dari rapat

koordinasi ini penyampaian tempat pemasangan Alat Peraga Kampanye yang

dilarang maupun direkomendasikan oleh masing-masing Desa/Kelurahan kepada

peserta.

d.Rapat Koordinasi Pembahasan Rancangan Lokasi Pemasangan Alat Peraga

Kampanye (APK) Pemilihan Umum Tahun 2024 dengan Stakeholder Kota

Sawahlunto. Kamis (26/10) Pukul 09:00 WIB. Rapat Koordinasi ini membahas

tentang peraturan-peraturan yang ada sebagai acuan pembuatan Surat

Keputusan KPU dalam pemasangan APK nantinya. Dalam pelaksanaan

Kampanye nanti Partai Politik harus menyampaikan jadwal pelaksanaan
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Kampanye kepada KPU dan Bawaslu. Selanjutnya Rapat Koordinasi

Pembahasan Rancangan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK)

Pemilihan Umum Tahun 2024.

e.Bimbingan Teknis Sistem Informasi Kampanye dan Dana Kampanye (Sikadeka)

oleh KPU RI pada tanggal 8-11 November di Kota Bandung Jawa Barat yang

diselenggarakan oleh KPU RI.

f. Koordinasi dan Pemantapan Sistem Kampanye dan Dana Kampanye (Sikadeka)

oleh KPU Provinsi Sumatera Barat Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih,

Partisipasi Masyarakat dan SDM KPU Kota Sawahlunto, Rony Yandri beserta

Operator Sikadeka Ficky Zulfiqar menghadiri Rapat Koordinasi dan Pemantapan

Sistem Kampanye dan Dana Kampanye (Sikadeka) di Aula KPU Prov. Sumatera

Barat, Rabu (15/11).

g.Rapat Koordinasi Tahapan Dana Kampanye dan Bimbingan Teknis Aplikasi

Sistem Informasi Kampanye dan Dana Kampanye (Sikadeka), Rabu (22/11) di

Aula BDTBT Kota Sawahlunto. Kegiatan ini turut mengundang Pimpinan Partai

Politik, 191 Calon Legislatif Anggota DPRD Kota Sawahlunto untuk Pemilu 2024,

dan Operator Sikadeka Partai Politik.
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Gambar 3. 51 Kegiatan Rapat-rapat Kampanye

C. Analisis Capaian Kinerja Penyebab Keberhasilan, Hambatan dan Solusi
Analisis capaian kinerja antara penyebab keberhasilan dan hambatan serta

alternatif solusi yang telah dilakukan KPU Kota Sawahlunto sebagai berikut :

1. Penyebab keberhasilan, diantaranya meningkatnya kinerja manajemen internal

dalam mendukung keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi KPU serta

upaya sumber daya manusia KPU Kota Sawahlunto dalam menuju

penyelenggara pemilu yang profesional, berintegritas dan akuntabel dengan

terlaksananya penyusunan laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan

maupun dalam pelaporan dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah (SAKIP) akan memberikan manfaat yang lebih besar dalam

pertanggungjawaban pengelolaan keuangan, anggaran dan kinerja KPU Kota

Sawahlunto tahun 2023, dengan terdokumentasikannya seluruh dokumen

SAKIP yang terdiri dari Renstra, IKU, RKT, Perkin, Rencana Aksi tahun 2023.

2. Begitu juga dalam penataan organisasi, pembinaan dan pengelolaan sumber

daya manusia dan bimbingan teknis penyelenggara Pemilu tahun 2024

tentunya sangat baik dalam peningkatan kapasitas dan kualitas sumber daya

manusia yang ada. Dalam efektivitas layanan KPU Kota Sawahlunto maka

dibentuk agen perubahan yang tertuang dalam Surat Keputusan KPU Kota

Sawahlunto Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pembentukan Tim Reformasi

Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto Tahun 2023

untuk membuat efektivitas layanan KPU (seperti Penyusunan SOP, aplikasi
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layanan, Survei pelayanan, untuk mempermudah pelayanan dan mendekatkan

diri dengan stakeholder). Hal ini juga didukung dengan penetapan SOP pada

tahun 2023 yang melingkupi sebagaian besar pelaksanaan kinerja rutin dan

tahapan di Sekretariat KPU Kota Sawahlunto.

3. Dalam meningkatkan kualitas pelaksananaan reformasi birokrasi KPU Kota

Sawahlunto pada tahun 2023 akan melakukan beberapa hal, diantaranya :

a. Meningkatkan peran agen perubahan untuk mencipatakan budaya

kinerja yang cepat, adaptif dan dinamis sesuai dengan karakter KPU

sebagai penyelenggara pemilu;

b. Melakukan reviu proses bisnis dan SOP serta sistem kerja untuk

penyederhanaan organisasi;

c. Membangun Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang lebih efektif

melalui pelaporan SPIP yang tepat waktu

4. Terwujudnya Sistem Administrasi Penyelenggaraan Pemilu yang tertib, efektif

dan efisien Penyebab hambatan, diantaranya seringnya dilakukan revisi

anggaran terhadap beberapa kegiatan, sarana dan prasarana untuk

mendukung pelaksanaan kegiatan belum sepenuhnya terpenuhi, seperti belum

tersedianya sistem informasi bersama internal KPU Kota Sawahlunto, ruang

kerja yang masih sangat terbatas, ruang rapat internal sangat terbatas dan

belum memadainya gudang penyimpanan ATK dan Barang Milik Negara dan

masih kurang maksimalnya upaya pencapaian keberhasilan sukses visi, misi

dan tujuan program kerja KPU Kota Sawahlunto yang telah ditetapkan bukan

hanya diukur semata-mata dari pencapaian indikator kinerja akan tetapi

konsistensi sikap mental, disiplin dan keikhlasan seluruh aparatur dalam

melaksanakan kebijaksanaan untuk meningkatkan kinerja sesuai fungsinya

masing-masing.

5. Alternatif solusi, diantaranya melaksanakan koordinasi internal melalui arahan

Sekretaris KPU Kota Sawahlunto selaku Kuasa Pengguna Anggaran guna

memaksimalkan pelaksanaan kegiatan pada unit kerja KPU Kota Sawahlunto.

Kegiatan ini melibatkan setiap unsur pelaksana anggaran baik PPK (Pejabat

Pembuat Komitmen), Penanggungjawab Kegiatan, maupun koordinasi dengan
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KPU Provinsi Sumatera Barat dan KPU RI, dan dilakukannya upaya-upaya

peningkatan kapasitas penyelenggara pemilu seperti mengikuti kegiatan

bimbingan teknis kepemiluan dan sosialisasi teknis penyelenggaraan pemilu.

D. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
Dalam analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya yang tersedia, KPU

Kota Sawahlunto telah melakukan pemetaan sumber daya yang ada baik sarana

dan prasarana maupun Pegawai KPU dan tenaga PPNPN. Pengoptimalan fasilitas

gedung, barang-barang inventaris dan sarana lainnya mengacu pada efisiensi

fasilitas dan kegiatan guna pencapaian tujuan yang maksimal. Begitu pun dalam hal

peningkatan kapasitas penyelenggara pemilu terus dilaksanakan untuk membentuk

konsistensi sikap mental, disiplin dan keikhlasan seluruh aparatur dalam

melaksanakan kebijakan untuk meningkatkan kinerja sesuai fungsinya masing-

masing.

E. Realisasi Anggaran
KPU Kota Sawahlunto didukung pagu anggaran sebesar Rp.

10.675.389.000 yang bersumber dari APBN. Penyerapan/realisasi anggaran

APBN dari jumlah pagu tersebut pencapaian realisasi keuangan sebesar Rp.
10.650.597.070 dengan persentase realisasi 99,77% dan itu melampaui target

penyerapan anggaran tahun 2023 secara nasional di atas 95% (sembilan puluh

lima persen).
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BAB IV PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah KPU Kota Sawahlunto

disusun sebagai pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai

wujud pertanggungjawaban dalam pencapaian misi dan tujuan instansi

pemerintah, serta dalam rangka perwujudan good governance. Tujuan

penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian

sasaran maupun tujuan instansi pemerintah sebagai jabaran dari visi, misi dan

strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan

kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan

kebijakan yang ditetapkan. Sesuai arah kebijakan dalam menjalankan tugas,

program dan kegiatannya berpegangan pada tujuan, sasaran, dan program kerja

yang ditetapkan.

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah KPU Kota

Sawahlunto sebagai realisasi dari Program Kerja Tahun 2023, Realisasi

pelaksanaan tugas pokok dan fungsi KPU Kota Sawahlunto yang diuraikan

dalam laporan ini adalah merupakan hasil kerja keras dari semua unsur yang

terkait, yang telah berupaya seoptimal mungkin

Sawahlunto, 22 Januari 2024

Ketua Komisi Pemilihan Umum

Kota Sawahlunto

Hamdani
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LAMPIRAN

PENETAPAN KINERJA KPU KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2023

NO SASARAN PROGRAM INDIKATOR KINERJA
TARGET

(%)
(1) (2) (3) (4)

1 Meningkatnya Akuntabilitas

Keuangan dan Kinerja KPU

Nilai Evaluasi Atas

Pelaksanaan Reformasi

Birokrasi KPU Kota

B

2 Terwujudnya Data Pemilih

Pemilu

Pelaksanaan

Pemutakhiran Data

Pemilih Tepat Waktu

1 Laporan

3 Terwujudnya tahapan Pemilu/

Pemilihan sesuai jadwal

Persentase KPU yang

menyelenggarakan

Pemilu/Pemilihan sesuai

dengan jadwal

100%
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